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Muhammad Fajrul Falah, Hukum Pidana, Magister Ilmu Hukum, Progam Pasca 
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malng 2019, REFORMULASI 
PENETAPAN SANKSI REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA, Prof. 
Masruchin Ruba’I, S.H., M.S., Dr. Abdul Madjid, S.H., M. Hum. 
Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini mengancam kehidupan 
bermasyarakat adalah tindak pidana narkotika. Bentuk-bentuk tindak pidana 
narkotika sendiri telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam peraturan tersebut menerapkan 2 jenis 
sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terdapat aturan yang 
menjelaskan tentang kedudukan antara sanksi tindakan dan sanksi pidana. 
Mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka tindak pidana 
narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan memerlukan upaya 
pemberantasan dengan metode atau klasifikasi yang luar biasa. Penelitian hukum 
ini mengkaji tentang rasio legis diterapkannya jenis sanksi terhadap peyalahguna 
narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penelitian hukum ini juga 
mengkaji perumusan kembali aturan tentang penjatuhan sanksi pidana dan sanksi 
tindakan. Karya tulis ini meggunakan metode dengan jenis penelitian yaitu 
penelitian hukum (normatif). Dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan 
historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. 
Penelitian hukum ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam penyusunan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
tidak dikaji secara komprehensif landasan diterapkannya double track system yang 
mengakibatkan kebingungan bagi penegak hukum untuk menindak atau 
memberikan hukum yang bermanfaat bagi pecandu narkotika sehingga kemudian 
menurut hemat penulis perlu dirumuskan kembali landasan di terapkannya sanksi 
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THE DETERMINATION OF REHABILITATION SANCTIONS FOR NARCOTIC 
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One form of crime that currently threatens social life is narcotics crime. The 
forms of narcotics crime itself have been regulated in the Law of the Republic of 
Indonesia Number 35 Year 2009 concerning Narcotics which in this regulation 
applies 2 types of sanctions namely sanctions and criminal sanctions. In the Law of 
the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 concerning Narcotics there are no 
rules that explain the position between sanctions and criminal sanctions. 
Given the complexity and negative effects, narcotics crime is categorized as 
an extraordinary crime and requires eradication efforts with extraordinary 
methods or classification. This legal research examines the legal ratios of the 
application of types of sanctions against narcotics abusers for themselves and 
narcotics addicts in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 
concerning Narcotics and this legal research also examines the re-formulation of 
rules on imposing criminal sanctions and action sanctions. This paper uses a 
method with the type of research that is legal research (normative). By using a case 
approach, historical approach, statute approach, and conceptual approach. 
This legal research resulted in the conclusion that in the drafting of the Law 
of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 regarding Narcotics not 
comprehensively studied the basis for the implementation of a double track system 
which causes confusion for law enforcement to act or provide useful law for 
narcotics addicts so that according to the opinion of the writer it is necessary 







1.1. Latar Belakang 
Perkembangan zaman yang sangat pesat dapat menimbulkan permasalahan 
dalam kehidupan berbangsa, maka perhatian terhadap generasi penerus bangsa 
khususnya para pemuda harus dilakukan secara maksimal. Dalam kebijakan penal 
pemerintah diharapkan dapat membuat produk hukum yang bertujuan untuk 
memberikan masyarakat pengayoman dan perlindungan sebagai korban maupun 
sebagai pelaku tindak pidana. Hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat akan memungkinkan menjadi permasalahan baru. Perkembangan 
zaman yang cepat juga diiringi oleh bentuk kejahatan yang berkembang dengan 
cepat pula. Seperti dahulu ada bentuk kejahatan tertentu yang biasa dilakukan oleh 
orang yang sudah dewasa kini kejahatan tersebut juga biasa dilakukan oleh generasi 
muda. Bahkan dengan perkembangan zaman, semakin memudahkan manusia untuk 
berinteraksi sesamanya juga berdampak pada mudahnya perkembangan peredaran 
gelap narkotika. 
Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini mengancam kehidupan 
bermasyarakat adalah tindak pidana narkotika. Bentuk-bentuk tindak pidana 
narkotika sendiri telah diatur pada  “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 





sebut Undang-Undang Narkotika. Undang-undang ini bertujuan untuk 
meningkatkan kegiatan untuk pencegahaan dan pemberantasan dalam peredaran 
gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika yang memiliki dampak  negatif 
membahayakan dan merugikan kehidupan individu, kelompok, dalam suatu negara.  
“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau 
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang 
ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.1 “Hukum 
pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap 
tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 
dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-
keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana 
dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.2 Secara filosofi bahwa Undang 
Undang Narkotika memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk menjamin 
ketersediaan narkotika demi “kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.3 Narkotika yang awalnya 
bermanfaat untuk menunjang kegiatan kesehatan dan perkembangan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki dampak negatif jika disalahgunakan. 
Mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka tindak pidana narkotika 
dikategorikan sebagai kejahatan luarbiasa (extra ordinary crime) dan memerlukan 
                                                          
1 Pasal 1 angka (6), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika 
2 Jan Remmelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana 
Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1   
3 Siswanto S., Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 





upaya pemberantasan dengan metode atau klasifikasi yang luar biasa (extra 
ordinary measure).  
“Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan 
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa 
golongan-golongan”.4 Dari pengertian narkotika tersebut dapat disimpulkan efek 
negatif dari penyalahgunaan narkotika yang akan mengganggu dan menghambat 
kehidupannya seperti kesehatan maupun kemampuan berfikir dari penggunanya. 
Maka dari itu pengendalian narkotika harus dilakukan secara ketat agar generasi 
muda sebagai generasi penerus bangsa perkembangaannya tidak terganggu. Tindak 
pidana narkotika tidak hanya menyerang generasi muda di daerah tertentu tetapi 
juga telah melibatkan segala bentuk strata sosial dari strata sosial kelas bawah 
sampai dengan strata sosial kelas atas seperti kasus yang sering melibatkan juga 
pejabat negara. Hal tersebut membuktikan bahwa tindak pidana narkotika tidak 
hanya dilakukan oleh orang berpendidikan rendah tetapi juga dilakukan oleh orang 
yang berpendidikan tinggi bahkan di Indonesia tidak jarang terjadi kasus yang 
melibatkan aparat penegak hukum. Lemahnya pengawasan terhadap peredaran 
gelap narkotika membuat bentuk tindak pidana narkotika tersebut mudah 
berkembang. Oleh karena itu diperlukan produk hukum yang jelas dan bukan multi 
tafsir sehingga dapat mengurangi dari bentuk tindak pidana narkotika. Sangat 
                                                          






memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus 
mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, 
keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif 
maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai 
hancur. 
Pada Undang-Undang narkotika dibedakan antara pecandu narkotika dan 
penyalahguna narkotika. “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan 
Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.5 Penerapan pemidanaan 
penyalahgunaan narkotika diatur sebagai berikut:6 
(1)  “Setiap Penyalah Guna” :   
a.   “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun”   
b.  “Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun”  
c.  “Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun”  
(2)  “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim 
wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 
Pasal 55, dan Pasal 103”  
(3)  “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, 
Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial”  
 Sedangkan  “pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau 
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika 
                                                          
5 Pasal 1 angka (15), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika 






baik secara fisik maupun psikis”.7  Penerapan pemidanaan pecandu narkotika diatur 
sebagai berikut:8   
(1)   “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat” :   
a.  “memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 
Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika”   
b.  “menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu   
Narkotika tersebut tidak  terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika”  
(2)  “Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu 
Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan 
sebagai masa menjalani hukuman”  
Kemudian klasifikasi lebih lanjut tentang penerapan pemidanaan pecandu 
narkotika diatur dalam  “Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2010”  
tentang “Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke 
Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” sebagai berikut : 
a.   “Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam 
kondisi tertangkap tangan”   
b.  “Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti 
pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut” : 
1. Kelompok metamphetamine (shabu)   : 1gram 
2. Kelompok MDMA (ekstasi)    : 2,4 gram = 8 butir 
3. Kelompok Heroin     : 1,8 gram 
4. Kelompok Kokain     : 1,8 gram 
5. Kelompok Ganja     : 5 gram 
6. Daun Koka      : 5 gram 
7. Meskalin      : 5 gram 
8. Kelompok Psilosybin     : 3 gram 
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide : 2 gram 
10.  Kelompok PCP (phencyclidine)   : 3 gram 
11. Kelompok Fentanil     : 1 gram 
12. Kelompok Metadon     : 0,5 gram 
                                                          
7 Pasal 1 angka (13), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika 






13. Kelompok Morfin     : 1,8 gram 
14. Kelompok Petidin     : 0,96 gram 
15. Kelompok Kodein     : 72 gram 
16. Kelompok Bufrenorfin    : 32 gram 
c.  “Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan 
permintaan penyidik”  
d. “Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk 
oleh Hakim”. 
e.  “Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap 
Narkotika”  
Pada pasal 127 yang memuat pemidanaan terhadap Penyalahguna Narkotika  
terdapat ketentuan yang memerintahkan hakim untuk melihat ketentuan dalam 
pasal 103 Undang-Undang Narkotika, padahal ketentuan antara pasal 103 dan pasal 
127 memiliki bentuk perbuatan pidana yang berbeda. Hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwasannya meskipun antara pecandu dan penyalahguna narkotika 
memiliki sanksi pidana yang berbeda, tetapi sebenarnya pecandu narkotika 
memiliki persamaan dengan penyalahguna narkotika. Jika orang tersebut 
merupakan pecandu narkotika maka dapat di artikan orang tersebut adalah seorang 
penyalahguna narkotika juga, tetapi pada ketentuan pasal 103 huruf b Undang-
Undang Narkotika terdapat penggolongan pecandu narkotika yang tidak melakukan 
tindak pidana narkotika. Dalam pengertian pecandu narkotika pada pasal 1 angka 
13 Undang-Undang Narkotika terdapat frasa atau kalimat “menggunakan atau 
menyalahgunakan Narkotika”, sedangkan pada pengertian penyalahguna narkotika 
pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika terdapat frasa atau kalimat “tanpa 
hak dan melawan hukum”. Sehingga dapat dimengerti jika ada seorang pecandu 
narkotika maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna 
narkotika. Frasa atau kalimat “tanpa hak dan melawan hukum” dalam pasal 1 angka 
15 Undang-Undang Narkotika dapat diartikan bahwa penyalahguna narkotika 
merupakan salah satu bentuk tindak pidana. “Tindak pidana merupakan perbuatan 
individu (menselijke gedraging) kemudian dirumuskan dalam Wet yang bersifat 
melawan hukum yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan 
kesalahan”.9  
                                                          





Seperti diketahui dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika memuat 
ketentuan sanksi bagi penyalahguna bagi diri sendiri berupa sanksi pidana, 
sedangkan dalam pasal 103 Undang-Undang Narkotika memuat ketentuan sanksi 
bagi pecandu narkotika berupa sanksi tindakan. Dalam undang-undang narkotika di 
kenal dua bentuk sanksi tindakan yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. 
Dalam membuktikan seorang tersebut dikatakan sebagai pecandu narkotika, 
memiliki kemungkinan orang tersebut juga terbukti sebagai penyalahguna bagi diri 
sendiri. Hal tersebut karena adanya kesamaan unsur bagi seorang yang dikatakan 
penyalahguna bagi diri sendiri dan seorang sebagai pecandu narkotika. Dalam 
praktek di persidangan seringkali orang sebagai pecandu narkotika juga dijatuhi 
sanksi sebagai seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Hal tersebut 
menjadikan ketidak adilan dan ketidak pastian hukum bagi seorang pecandu 
narkotika mengingat dia dijatuhi dua bentuk sanksi yang berbeda sekaligus yaitu 
sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam undang-undang narkotika juga tidak ada 
ketentuan mengenai kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan, apakah sanksi 
tindakan tersebut mengesampingkan atau dapat dikumulatifkan dengan sanksi 
pidana. Tidak diaturnya tentang kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan 
dalam undang-undang narkotika tersebut dapat diartikan sebagai kekosongan 
hukum. Berikut terdapat sebuah kasus narkotika yang sudah diputuskan oleh hakim 
dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Barat Nomor: 
1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt: 
Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 03.00 Wib 
saksi Dian Aksara bersama saksi Rachmat Marzuki Delimunthe dan 
saksi Winas Wijaya Kusuma serta Tim Sat. Narkoba Polres Metro 
Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang 
yang akan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Hotel 
Ibis Budget Jl. Daan Mogot Tanjung Duren Jakarta Barat, atas 
informasi tersebut saksi Dian Aksara dan tim langsung melakukan 
penyelidikan ke lokasi dimaksud, sekira pukul 04.00 Wib saksi Dian 
Aksara dan tim tiba di depan Lobby Hotel Ibis Budget Jl. Daan Mogot 





seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, saat itu 
juga saksi Dian Aksara dan tim langsung mendekati laki-laki tersebut 
yang diketahui bernama MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA 
IRAMA, kemudian terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika 
jenis shabu didalam mobil Honda Civic warna hitam No.Pol. B 1240 
ZAA milik terdakwa yang terparkir di Lobby Hotel Ibis Budget Jl. Daan 
Mogot Tanjung Duren Jakarta Barat, selanjutnya saksi Dian Aksara dan 
tim membawa terdakwa menuju mobilnya dan setelah pintu mobil 
Honda Civic tersebut dibuka selanjutnya terdakwa menunjukkan 
paketan narkotika jenis shabu tersebut yang berada didalam paper 
bag warna cokelat yang berada ditas jok sebelah kiri mobil, kemudian 
saksi Dian Aksara mengawasi dan mendampingi terdakwa sedangkan 
saksi Racmat Marzuki Delimunthe beserta dua orang security 
menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Winas Wijaya 
Kusuma dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket 
plastic kecil narkotika jenis shabu berat brutto 0,72 gram, 1 (satu) 
buah cangklong dan 1 (satu) unit HP OPPO, setelah dilakukan 
introgasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut 
adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari 
MUHAMMAD SOFYAN Alias IAN Bin JAMAL ABDULLAH yang 
berada di Apartemen Thamrin City Cosmo Mansion lantai 12 No. 12 
DE Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, atas 
keterangan terdakwa, saksi Dian Aksara dan tim langsung melakukan 
pengembangan dengan mengikutsertakan terdakwa dan sekira pukul 
08.00 Wib saksi Dian Aksara dan tim tiba di Apartemen Thamrin City 
Cosmo Mansion lantai 12 No. 12 DE Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah 
Abang Jakarta Pusat dan saat itu terdakwa langsung menunjukkan 
kamar MUHAMMAD SOFYAN Alias IAN Bin JAMAL ABDULLAH 
dan setelah pintu kamar diketuk MUHAMMAD SOFYAN Alias IAN 
Bin JAMAL ABDULLAH langsung membuka pintu dan selanjutnya 





bukti alat hisab shabu, selanjutnya terdakwa berikut bersama dengan 
MUHAMMAD SOFYAN Alias IAN Bin JAMAL ABDULLAH 
berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat guna 
proses lebih lanjut. Atas kasus tersebut penuntut umum mendakwa 
terdakwa menggunakan dakwaan subsidair yaitu dakwaan primer 
melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 
ayat (1) a UU. No. 35 Tahun 2009 JO. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Pada undang-undang Tentang Narkotika tidak dijelaskan maksud dari pasal 
103 huruf b tepatnya pada kalimat “Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti 
bersalah melakukan suatu tindak pidana Narkotika” yang berarti ketentuan tersebut 
bertentangan dengan asas lex certa yaitu kebijakan legislasi saat perumusan 
undang-undang harus komplet tuntas dan  jelas  agar tidak menjadi kabur (Nullum 
Crimen Sine Lege Stricta) sehingga mewujudkan  kepastian hukum. Ketidakjelasan 
atau kekaburan norma dalam merumuskan aturan dapat berakibat dalam 
penyalahgunaan aturan tersebut sehingga terjadi ketidakpastian hukum dan 
kriminalisasi terhadap kegiatan individu maupun kelompok tertentu.  
Dalam penilitian hukum normative suatu isu hukum dapat dilakukan 
penilitian jika dalam suatu norma hukum terdapat keadaan-keadaan antara lain, 
kekosongan norma, konflik norma, dan kekaburan norma. Konflik norma 
(convlicten van normen) merupakan keadaan dimana terjadi konflik ekstern antara 
norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya dengan norma 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan peraturan 





norma lainnya dalam satu judul peraturan perundang-undangan.10 Kekaburan 
norma (vague van normen) adalah keadaan dimana kemungkinan peraturan 
perundang-undangan telah tersedia namun rumusan kata atau kalimatnya kurang 
jelas sehingga menimbulkan kekaburan pengertian-pengertian.11 Kekosongan 
norma (leemten van normen) adalah keadaan dimana kemungkinan peraturan 
perundang-undangan sama sekali belum ada atau telah terjadi kekosongan norma.12 
Hukum merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencegah dan 
menanggulangi perbuatan manusia yang dinamis yang kemudian menyebabkan 
bentuk kejahatan baru dan kemudian disebut sebagai perbuatan melawan hukum. 
Jika ada produk hukum yang dibuat dan kemudian hari tidak dapat menanggulangi 
kejahatan secara efektif dan menimbulkan permasalahan hukum baru maka produk 
hukum tersebut perlu untuk di reformulasi agar dapat menanggulangi bentuk 
kejahatan dengan lebih baik. “Kejahatan tidak dapat dilepaskan dari lima faktor 
yang saling berkaitan yaitu pelaku kejahatan dan modus kejahatan dan korban 
kejahatan dan reaksi sosial atas kejahatan dan hukum”.13 Adanya kesamaan jenis 
perbuatan antara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika 
membuat penuntut umum dan hakim menerapkan dua bentuk sanksi yaitu, akibat 
hukum penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 dan sanksi 
tindakan yang diatur dalam pasal 103 berupa rehabilitasi. Padahal juga diketahui 
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dalam asas hukum pidana mengenal asas ultimum remidium. Sanksi pidana 
seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum. 
Dari sejumlah permasalah pada latar belakang, kemudian penulis akan 
membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai karya ilmiah 
yang berbentuk tesis dengan judul “Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi 
Bagi Pecandu Narkotika”. 
 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, kemudian 
dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apa urgensi penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika pada pasal 103 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika? 
2. Bagaimana rumusan reformulasi penetapan sanksi rehabilitasi dalam 









1.3. Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, penelitian 
tesis ini memiliki tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penetapan rehabilitasi bagi 
pecandu narkotika pada pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis rumusan reformulasi penetapan 
sanksi rehabilitasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika kedepannya. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Bertujuan untuk memberikan kontribusi gagasan terhadap kemajuan 
perkembangan ilmu hukum khususnya problematika sanksi tindakan 
yang diterapkan bagi pengguna narkotika. 
2. Manfaat Praktis 
Bagi masyarakat umum agar menjadi informasi bagi masyarakat luas 
mengenai peran orang tua dalam menyelesaikan permasalahan hukum 
penyalahgunaaan narkotika dalam hukum positif Indonesia. Bagi 
pemerintah agar menjadi kajian untuk memperbaiki produk hukum 





hukum untuk memperbaiki produk hukum khususnya Undang-undang 
Narkotika agar tidak terdapat kekosongan hukum. 
 
 
1.5 Kerangka Teoritik 
1.5.1 Teori Kepastian Hukum 
Ada beberapa pendapat mengenai teori kepastian hukum menurut salah 
satunya adalah pendapat dari Sudikno Mertukusumo14,  
“kepatian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut 
dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan 
untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya 
merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi 
keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri 
karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorag hidup 
secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan 
dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri”  
Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner hukum yang dapat 
memuaskan semua pihak adalah hukum yang responshif dan hukum yang 
responshif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi.15 Tanpa adanya 
partisipasi dari masyarakat saat proses legislasi mengjadikan tidak akan melahirkan 
hukum yang mandiri. Hukum hanya akan menjadi sebagai alat kekuasaan 
                                                          
14 Sudikno Mertukusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.   
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pemerintah, dalam kondisi tersebut ada tindakan penguasa dianggap bertentangan 
dengan hukum. Kepentingan masyarakat pada umumnya menjadi terabaikan karena 
hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri 
(“keadilan, kepastian, dan kemanfaatan”). 
Menurut  “Gustav Radbruch16  terdapat dua macam pengertian kepastian 
hukum yaitu” :  
 “Kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam 
atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian 
hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian 
hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu 
keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan 
kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut 
sebanyak-banyaknya dalam undang-undang”  
Menurut Ade Saptomo, Prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili 
perkara-perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut:17 
a. “Pendekatan Legalistik (Formal), merupakan model yang digunakan 
oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumnya 
(baca: undang-undang) telah mengatur secara jelas sehingga hakim 
mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus 
hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal-
pasal relevan dalam undang-undang dimaksud”  
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b. “Pendekatan Interpretatif Hukum dalam kenyataannya dimungkinkan 
aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya 
menegakan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat 
melakukan penemuan hukum (rechtsvinding)”  
c.  “Pendekatan Antropologis, terhadap kasus hukum konkrit yang belum 
diatur undang-udnang maka hakim harus menemukan hukum dengan 
cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang 
hidup dalam masyarakat”  
 
1.5.2 Teori Kemanfaatan Hukum 
Jika dilihat dari definisi manfaat dalam (KBBI) kamus besar Bahasa 
Indonesia, secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.18 Kemanfaatan 
adalah hal yang sangat penting dalam tujuan hukum, sehubungan dengan 
membahas tujuan hukum terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang dimaksud 
dengan tujuannya sendiri dan yang hanya memiliki tujuan manusia, tetapi kemudian 
hukum itu bukan tujuan manusia, hukum itu hanya alat untuk mencapai tujuan 
dalam kehidupan di masyarakat dan di negara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam 
fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai 
sasaran yang hendak dicapai.19 Tujuan di bentuknya hukum adalah segala yang 
bermanfaat untuk masyarakat. Karena sebagain dari tujuan hukum (idee des recht), 
keadilan dan kepastian hukum dibutuhkan pelengkap lainnya yaitu kemanfaatan.  
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Kemanfaatan bisa diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Baik atau 
buruknya suatu produk hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan 
kebahagiaan atau tidak pada individu. Hukum yang baik ialah hukum yang dapat 
memberi kemanfaatan kepada setiap subjek hukum. Masyarakat mengharapkan 
manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia 
maka penyelenggaraan hukum dan penegakan hukum agar manawarkan manfadan 
dan kegunaan untuk masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat 
menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Karena kalau kita 
berbicara tentang  hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-
undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif 
dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat akan mematuhi peraturan hukum tanpa 
perlu adanya paksaan dengan sanksi jika memang masyarakat merasakan 
kemanfaatan dari hukum.20 
 
1.5.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana 
Sistem pertanggungjawaban pidana saat ini dalam hukum pidana positif 
menganut prinsip kesalahan sebagai salah satu prinsip di samping adanya asas 
legalitas. Pertanggungjawaba pidana adalah bentuk tindakan kriminal terhadap 
kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, berlakunya 
pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh 
seseorang yang perbuatannya merupakan bentuk perbuatan yang telah diatur 
sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, dalam 
                                                          





merumuskan tindak pidana harus memperhatikan sifat pertanggung jawaban 
pidana. Ini berarti setiap individu yang telah melakukan kejahatan tidak dengan 
sendirinya dapat langsung dikatakan melakukan sebuah tindak pidana. 
Setiap tindak pidana harus dilihat unsur pertanggungjawaban pidananya 
yang kemudian harus dikaitkan dengan unsur subyektif pelaku sehingga antara 
tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memiliki kaitan erat dengan unsur 
ada atau tidaknya suatu kesalahan yang menjadi suatu unsur pelanggaran hukum 
atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Kemudian dalam 
merumuskan perbuatan dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelaku tidak terdapat 
unsur yang melawan hukum pada perbuatannya sehingga kemudian diartikan tidak 
ada kesalahan dari pelakunya, atau juga dapat disimpulkan perbuatnnya jika 
kemudian ditemukan unsur melawan hukum pada perbuatnnya tetapi tidak ada 
kesalahan dari pelakunya. Ulasan pertama yang dilakukan adalah membuat 
kesimpulan apakah suatu perbuatan individu itu melanggar hukum atau tidak 
sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau bukan. Kemudian 
harus dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari suatu perbuatan pidana. 
Jika tidak diketemukan unsur melawan hukum maka tidak lagi diperlukan 
pembuktian unsur kesalahannya. Tetapi jika terpenuhi unsur perbuatan pelanggaran 
hukumnya, selanjutnya disimpulkan apakah ada unsur kesalahan atau bukan, dan 
sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sebagai dasar untuk 






Menurut Ruslan Saleh pertanggungjawaban pidana:21  
“tidaklah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan 
terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak 
bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan 
bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya 
perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan 
harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, 
sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan 
dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah: 
a. Melakukan perbuatan pidana; 
b. Mampu bertanggung jawab; 
c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan 
d. Tidak adanya alasan pemaaf”. 
Berdasarkan analisa tersebut diatas, jika unsur-unsur tersebut diatas ada 
maka individu yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau pelaku kejahatan 
dimaksud dapat diputuskan sebagai invidu yang mempunyai pertanggungjawaban 
pidana, sehingga invidu tersebut dapat di jatuhi pemidanaan. Dalam kepustakaan 
asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, toerekenbaarheid, criminal 
responbility, criminal liability. Kemudian pertanggungjawaban pidana bermaksud 
untuk menjadikan apakah seseorang tersangka/terdakwa di katakan meliki 
pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana (crime) yang timbul atau tidak.  
Dengan anggapan lain apakah pelaku tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana 
atau dibebaskan. Jika individu tersebut dipidana, harus dibuktikan perbuatan yang 
telah dilakukan itu bersifat melanggar aturan hukum dan terdakwa di anggap 
mampu  bertanggung jawab. Kemampuan  dalam pertanggungjawaban pidana 
tersebut memperlihatkan kesalahan dari individu yang berbentuk kesengajaan atau 
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kealpaan. “Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan 
dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana”.22  “Individu yang bisa 
dituntut dimuka pengadilan dan bisa dijatuhi sanksi pidana, haruslah melakukan 
perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga)”23 
:  
a.  “Kemampuan bertanggungjawab”  
b.  “Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa)”  
c.  “Tidak ada alasan pemaaf”  
 
1.5.4 Teori Tujuan Pidana 
Teori-teori pemidanaan juga disebut teori hukum pidana (strafrecht-
theorien). Teori–teori ini berusaha mendapatkan dan menjelaskan tentang dasar dan 
hak negara saat menerapkan dan  menjalankan pemidanaan tersebut. Negara adalah 
organisasi sosial tertinggi yang memiliki tugas dan bertanggung jawab atas 
implementasi dan pemeliharaan ketertiban atau ketertiban di masyarakat. Dengan 
melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka dengan sendirinya negara melalui 
instrumennya diberikan hak dan wewenang untuk memaksakan dan melakukan 
penjatuhan sanksi pidana. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori 
pemidanaan ini, namun yang banyak itu dikelompokkan ke dalam tiga golongan 
besar yaitu :  
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a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut  
 Teori ini memiliki makna dalam pemberian pidana akibat karena 
seseorang terbukti berbuat tindak pidana. Pidana muncul secara mutlak 
sebagai upaya pemberian nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak 
pidana. Dasar legitimasi atas pemberian pidana pidana berada pada 
kejahatan tersebut, sehingga pidana memiliki peran dan fungsi sebagai 
amunisi penghilangan kejahatan. 
J. Andanaes menyebutkan prioritas orientasi pidana adalah untuk 
hasrat pemuasan pencari keadilan, sedangkan akibat-akibat lain yang 
memberi untung merupakan hal sekunder sehingga pidana yang diberikan 
atas dasar permintaan keadilan dengan penerapan pembalasan pelaku tindak 
pidana24. 
Selanjutnya Immanuel Kant, mengartikan maksud dari pidana 
bahwa setiap prilaku, tindakan dan perbuatan melanggar hukum wajib 
dibalas karena merupakan hal yang bersifat absolut serta dibenarkan sebagai 
pembalasan. sehingga akibatnya adalah setiap pengenyampingan pada 
pemberian pidana yang memiliki orinetasi pada tujuan tertentu selain 
pembalasan bukan prioritas utama25. 
Hegel juga mengomentasi dari teori in, ia berpandangan jika pidana 
adalah posisi yang logis sebagai akibat perbuatan kejahatan. Kejahatan 
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adalah tidak taat terhadap ketentuan norma norma, maka pidana adalah 
suatu upaya pembalasan melalui penegakan hukum. Lebih lanjut Hegel 
melanjutkan pendapatnya jika perbuatan pidana harus ditanggulangi dengan 
upaya pembalasan pidana yang seimbang dengan ukuran perbuatan yang 
dilakukan26. 
Pandangan para ahli teori absolut bahwa hukuman atas tindakan 
yang salah itu adil karena akan meningkatkan keseimbangan moral yang 
dirusak oleh kejahatan 27. Kant berpendapat keseimbangan moral ini diatur 
dan ditentukan suatu komparasi antara kesejahteraan dan moralitas yang 
baik28. Pihak yang tidak melanggar hukum akan bahagia sedangkan pihak 
yang melanggar hukum akan menderita. Oleh karena itu, 
ketidakseimbangan terjadi ketika ia tidak menerima penderitaan karena 
kejahatannya29. Keseimbangan moral penuh tercapai ketika pelaku 
dinyatakan bersalah dan korban menerima kompensasi30. 
Nigel Walker menyatakan, para penganut teori retributif dapat 
diklasifikasikan dalam jenis-jenis tertentu, yaitu sebagai berikut31 :   
(a)  “Penganut teori retributif yang murni (the pure retributivist) 
memberikan pendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana harus 
sesuai dan sepadan dengan kesalahan si pembuat”  
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(b)  “Penganut teori retributif tidak murni (sudah di modifikasi) yang 
memiliki pembagian sebagai berikut” :  
(1)  “Penganut teori retributif yang terbatas (the limiting 
retributivist) yang berpendapat : pidana tidak harus 
cocok/sepadan dengan kesalahan, namun dilarang melebihi 
batas dengan ukuran pada kesalahan terdakwa”      
(2)  “Penganut teori retributif yang distributif (retribution in 
distribution), disingkat dengan sebutan teori distributive 
memberikan pendapat bahwa pidana janganlah dikenakan 
pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak 
harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan”.  Prinsip 
tiada pidana tanpa kesalahan harus dihormati, tetapi tetap 
dimungkinkan adanya pengecualian misal dalam hal strict 
liability. 
b. Teori Relatif/ Tujuan 
Beberapa penganut teori ini menilai bahwa pidana sebagai 
instrument  yang dapat diterapkan dalam mewujudkan kemanfaatan, baik 
bagi orang yang bersalah, misalnya membuat untuk mengembalikan orang 
yang bersalah untuk memperbaiki prilakunya menjadi baik, atau juga 
dengan keterkaitan dunia, seperti dengan pemulihan dalam memperbaiki 
prilaku atau upaya preventif pencegahan penjahat potensial, akan membuat 
mereka lebih baik32. 
                                                          





Menurut teori ini penerapan sanksi pidana tidak hanya sebagai 
penderitaan. Penderitaan sangat identik dengan Pembalasan yang tidak 
berasaskan nilai-nilai moralitas tetapi hanya sebagai istrumen perlindungan 
lingkungan masyarakat. Kemudian teori relatif menjelaskan urgensi maksud 
penerapan pidana : 
(1)  “Teori menakutkan memberikan penjelasan tentang 
tujuan dari pidana itu ialah untuk membuat takut 
individu  agar kemudian tidak melakukan tindak pidana 
baik terhadap pelaku itu sendiri atau terhadap 
masyarakat pada umumnya (preventif umum)”  
(2)  “Teori memperbaiki menjelaskan bahwa dengan 
dijatuhkannya pidana akan mendidik para pelaku tindak 
pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam 
masyarakat (preventif khusus)”33  
Selanjutnya Van Hamel juga mengutarakan tentang teori prevensi 
khusus yaitu :  
(1)  “sanksi pidana harus berisi suatu anasir yang 
menakutkan agar si pelaku pembuat kejahatan tidak lagi 
mempunyai niat buruk”  
                                                          





(2)  “Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang 
memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan 
suatu reclessering”  
(3)  “Pemidanaan harus memuat suatu tafsir memusnahkan 
bagi penjahat yang memang tidak bisa diperbaiki sama 
sekali”  
(4)  “Tujuan utama dan satu-satunya dari pemidanaan 
adalah mempertahankan tata tertib hukum”34 
Pandangan modern juga memberikan pendapatnya pada teori 
dimana posisi prevensi merupakan sasaran utama yang akan dituju karena 
tujuan pidana diarahkan sebagai pembinaan atau perawatan pemulihan bagi 
pelaku tindak pidana, artinya penjatuhan pidana merupakan upaya 
pembinaan sehingga setelah selesai menempuh pidana yang dijalankan, 
akan berdampak perbaikan prilaku yang lebih baik kedepannya.35 
c. Teori Gabungan 
Selain kedua teori pemidanaan yang telah disebutkan diatas, juga ada 
teori pemidanaan gabungan. Teori ini lahir atas ketidakpuasaan dengan 
sistem dan cara yang diterapkan terhadap teori-teori sebelumnya baik dari 
teori relatif maupun teori absolut dalam pemidanaan pelaku tindak pidana. 
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Pelopor tokoh pencetus teori ini adalah Pellegrino Rossi yang 
memiliki perspektif penerapan pidana memiliki unsur kontradiktif pada 
posisi teori relatif dengan teori absolut. Teori ini masuk untuk menjelaskan 
dan memberikan pemahaman atas unsur pembenar terkait pelaksanaan 
pemidanaan dari berbagai macam perspektif yaitu :  
(1)   “Untuk memutuskan apakah itu benar atau tidaknya 
asas pembalasan, mengharuskan setiap kesalahan 
dikembalikan dengan kesalahan maka terhadap mereka 
telah melihat pentingnya pidana dari sudut pandang 
kebutuhan masyarakat  dan asas kebenaran”  
(2)  “Suatu tindak pidana mewujudkan hak bagi negara agar 
menjatuhkan suatu pidana dan pemidanaan yang 
merupakan suatu kewajiban bagi negara apabila telah 
memiliki tujuan yang dikehendaki”   
(3)   “Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor 
tujuan yakni mempertahankan tertib hukum”  
Kemudian Rossi melanjutkan pendapatnya bahwa “pemidanaan 
adalah tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan 
ukuran kerugian dalam pemidanaan dipandang dalam keadilan absolut 
(mutlak) yang tidak melebihi keadilan yang diinginkan rakyat (justice 
social)” sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah36 : 
                                                          





(1) “Pemulihan ketertiban”  
(2)   “Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana 
(generak preventief)”  
(3)  “Perbaikan pribadi terpidana”  
(4)  “Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa 
keadilan”  
(5) “Memberikan rasa aman bagi masyarakat”. 
 
1.5.5 Teori Kebijakan Hukum Pidana 
Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua 
pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan 
pendekatan non-penal (pendekatan di luar hukum pidana). Istilah kebijakan dapat 
diambil dari istilah “policy” yang berasal dari bahasa Inggris atau “politiek” dari 
bahasa Belanda. Menurut Barda Nawawi Arief sebutan  “kebijakan hukum pidana”  
bisa juga disebut dengan sebtan  “politik hukum pidana”  yang dalam bahasa lain 
sebutan politik hukum pidana ini sering juga disebut dengan berbagai sebutan yang  
antara lain   “penal policy”, “criminal law policy”,  atau “strafrechts politiek”.37 
David L. Sius menyatakan bahwa pengertian kebijakan (policy) ialah  “suatu 
perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi 
problema tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang 
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telah direncanakan atau diprogramkan”.  Kebijakan hukum pidana biasa juga 
disebut politik hukum pidana. Politik hukum pidana adalah suatu upaya 
menentukan kearah mana diberlakukannya hukum pidana di Indonesia di masa 
yang akan datang dengan melihat penegakan atau aturan yang sudah ada saat ini. 
Kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial 
(social policy) yang berisi dari kebijakan/upaya-upaya untuk  kesejahteraan sosial 
(social welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya  untuk perlindungan masyarakat 
(social defence policy). Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat pasti sulit untuk 
berkembang atau dicapai apabila dalam suatu masyarakat kejahatan terjadi secara 
terus-menerus. Melalui hukum pidana kejahatan dapat dicegah dan ditanggulangi. 
Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam 
rangka pencegahan kejahatan dengan menggunakan instrument hukum pidana 
harus memperhatikan masalah-masalah antara lain berikut38 :   
a)   “Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 
nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dari 
segi materiil berdasarkan Pancasila”.  “Sehubungan dengan hal ini maka 
(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk mencegah perbuatan jahat 
untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat”  
b)  “Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 
hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu 
                                                          





perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan spiritual) bagi warga 
masyarakat”   
c)   “Dalam menggunakan sarana hukum pidana harus juga memperhatikan 
asas biaya dan hasil (cost and benefit principle)”   
d)  “Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, sehingga tidak 
terjadi kelebihan beban tugas (overbelasting)”  
 Kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan dalam menetapkan suatu 
bentuk perbuatan yang awalnya bukan merupakan perbuatan pidana (tidak 
dipidana) menjadi suatu perbuatan pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi 
dapat diartikan bahwa kebijakan kriminalisasi adalah bagian dari kebijakan 
kriminal (criminal policy) dengan menjadikan hukum pidana (penal) sebagai sarana 
sehingga menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). 
Kebijakan untuk membuat peraturan dan hukum pidana yang baik harusnya 
tidak bisa dilepaskan dari tujuan dari sebuah penanggulangan kejahatan. Dengan 
arti lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka  “politik hukum pidana identik 
dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.  
Usaha penangulangan perbuatan pidana dengan hukum pidana esensinya juga 
merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Maka 
dari itu, sering kemudian dikatakan bahwa politik hukum pidana atau kebijakan 






Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti :  
a.  “Dalam arti sempit ialah, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar 
dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana”  
b.  “Dalam arti luas ialah, keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum 
termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi”  
Dalam arti lebih luas, kebijakan kriminal ialah semua kebijakan yang 
diimplementasikan oleh undang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan 
mempertahankan standar norma yang ada dimasyarakat. 
 
 
1.6 Metodelogi Penelitian 
Metode penelitian adalah cara kerja untuk menemukan atau mendapatkan 
suatu kegiatan atau untuk mencapai hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan 
metode penelitian dalam penulisan tesis ini dapat digunakan untuk merumuskan, 
menggali, dan mengolah bahan–bahan yang diperoleh menjadi kesimpulan yang 
konsisten dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab masalah hukum yang terjadi. 
Fungsi penelitian hukum adalah untuk mencari kebenaran koherensi yaitu untuk 





sebagai referensi untuk ditelaah.39 Agar terjamin kebenaran yang ilmiah, maka pada 
penelitian penulis harus menggunakan suatu metodologi yang baik dan benar 
karena hal tersebut sebagai petunjuk untuk melakukan penelitian termasuk analisis 
hasil dari penelitian tersebut. 
Penulisan karya ilmiah hukum harus mempergunakan metode penulisan 
yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam 
rangka mengadakan analisis terhadap isu hukum yang ada. Ciri dari karya ilmiah di 
bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang 
dapat dipertanggung jawabkan. penelitian hukum merupakan suatu penelitian 
didalam kerangka know-how di dalam hukum.40 
 
1.6.1 Jenis Penelitian 
Tipe penelitian yang dipergunakan penulis adalah penelitian hukum (Legal 
Research), artinya “permasalahan yang diangkat kemudian dibahas dan diuraikan 
dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif”.  Penelitian hukum digunakan untuk menemukan 
kebenaran koherensi, yang artinya apakah ada suatu aturan hukum yang sesuai 
dengan norma hukum dan apakah ada suatu norma yang berbentuk suatu perintah 
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atau larangan itu sesuai dengan asas hukum, dan apakah ada tindakan (act) individu  
sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau asas hukum.41 
 
1.6.2 Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian hukum terdapat beberapa bentuk pendekatan. Pendekatan 
ini memberi para peneliti informasi tentang berbagai aspek masalah dalam upaya 
menemukan jawaban. Pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam 
penelitian hukum antara lain “pendekatan kasus (case approach), pendekatan 
Undang-Undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 
approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan komparatif 
(comparative approach)”.42  Penulisan karya ilmiah yang berbentuk tesis ini, 
penulis menggunakan 4 (empat)  macam pendekatan yaitu pendekatan undang-
undang, pendekatan historis, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. 
“Pendekatan Undang-Undang (statute approach) artinya, pendekatan ini 
dilakukan dengan cara menganalisis bentuk peraturan perundang-undangan dan 
peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum dan fakta hukum yang sedang 
ditangani dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan”.43 
Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah 
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.44 
                                                          
41 Ibid., hlm. 47. 
42 Ibid., hlm. 133. 
43 Ibid., hlm. 133. 





“Pendekatan Konseptual (conceptual approach) artinya, merupakan 
pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-dokrtin 
yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga penulis kemudian menemukan 
gagasan yang kemudian menemukan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-
asas hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi”.45 “Pendekatan historis 
dikerjakan dengan cara menganalisis latar belakang tentang perkembangan 
pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi dan apa yang dipelajari guna 
menemukan filosofi dan pola pikir atau gagasan yang kemudian melahirkan sesuatu 
yang sedang dipelajari”.46    Pendekatan komparatif dikerjakan dengan cara 
memperbandingkan aturan hukum positif suatu negara dengan aturan hukum positif 
dari satu atau lebih negara lainnya mengenai bentuk perbuatan hukum yang sama.  
“Perbandingan komparatif juga bisa memperbandingkan selain aturan hukum 
positif seperti putusan yang telah dibuat oleh hakim suatu pengadilan di berbagai 
negara untuk bentuk kasus yang sama”.47  Manfaat menggunakan pendekatan ini 
ialah agar  memperoleh persamaan dan perbedaan di antara aturan hukum tersebut.  
Hal ini bertujuan agar bisa menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan aturan 
hukum positif dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu.   “Dengan 
demikian perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai 
konsistensi antara filosofi dan undang-undang di beberapa negara. Hal ini sama 
juga dapat dilakukan dengan memperbandingkan putusan pengadilan antara suatu 
negara dengan negara lain untuk kasus serupa”.48 
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1.6.3 Bahan Hukum 
Bahan hukum merupakan bahan untuk penulisan yang digunakan untuk 
memecahkan masalah yang ada dan untuk memberikan preskripsi pada saat yang 
bersamaan mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : 
1.  “Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 
yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum 
primer terdiri dari perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau 
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan–putusan 
hakim”.49 Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan 
tesis ini adalah :     
a)   “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)”    
b)  “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana”  
c)  “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”  
d)  “Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2010 tentang 
Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika 
ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”  
                                                          





2. Bahan hukum sekunder adalah sarana penulisan yang memiliki 
korelasinya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 
menganalisis serta mengetahui bahan hukum primer. Bahan hukum 
sekunder berisi semua publikasi hukum yang bisa meliputi buku-buku 
teks, maupun kamus-kamus hukum. 
 
1.6.4 Analisis Bahan Hukum 
Sebagai suatu metode untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta hukum 
yang ada dan untuk mencari jawaban dari isu hukum yang ada digunakan prosedur 
dalam melakukan penelitian hukum. Langkah-langkah yang diikuti saat melakukan 
penyelidikan hukum yaitu50 :   
a)   “Pengidentifikasian fakta hukum dan mengeliminir suatu hal 
yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak 
dipecahkan”  
b)  “Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum”   
c)   “Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan 
bahan-bahan yang telah dikumpulkan”   
d)   “Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang 
menjawab isu hukum”    
                                                          





e)  “Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 
dibangun di dalam kesimpulan”  
Metode ini konsisten dengan sifat ilmu hukum sebagai sifat ilmu yang 
preskriptif dan terapan. Ilmu hukum yang merupkan ilmu yang memiliki sifat 
preskriptif, mempelajari nilai-nilai keadilan, tujuan hukum, norma-norma hukum,  
konsep-konsep hukum dan validitas aturan hukum. Ilmu hukum yang juga 
merupkan ilmu terapan, menerapkan ketentuan-ketentuan, standar prosedur, 
rambu-rambu dalam melaksanakan norma hukum. Oleh karena itu, “langkah-
langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis 
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2.1.1 Pengertian Hukum Pidana 
Hukum pidana merupakan istilah yang mempunyai banyak pengertian, 
sedikit sekali literatur yang menjelaskan tentang hukum pidana. Tidak adanya 
penjelasan ini membawa konsekuensi sering adanya pemahaman yang kurang benar 
tentang apa yang dimaksud dengan istilah hukum pidana. Salah satu pengertian 
hukum pidana merupakan setiap peraturan-peraturan hukum yang menetapkan 
bentuk perbuatan apa saja yang dilarang dan yang juga termasuk ke dalam 
perbuatan pidana, serta menetapkan bentuk sanksi apa yang bisa dipidanakan 
terhadap individu yang telah melakukan perbuatan pidana.52  “Hukum Pidana 
merupakan salah satu bagian dari seluruh aturan hukum yang berlaku di wilayah 
negara tertentu, yang berisi landasan asas dan aturan-aturan untuk”53 :   
1.   “Menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh 
dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut”   
2.   “Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan 
dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 
tersebut”   
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Sedangkan “pada prinsipnya Hukum pidana adalah hukum yang mengatur 
kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan tindakan itu diancam 
dengan tindak pidana yang berupa penderitaan”.54  Dengan demikian hukum pidana 
bukanlah merupakan norma hukum sendiri, melainkan bagian dari norma lain dan 
sanksi pidana. Digunakan untuk menguatkan dan dipatuhinya norma-norma lain 
tersebut, seperti norma agama dan kesusilaan. 
Pidana berasal dari kata straaf (Belanda), yang  “pada dasarnya dapat 
didefinisikan sebagai sebuah penderitaan (nestapa) yang memang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada individu yang telah terbukti bersalah melakukan 
suatu perbuatan pidana”.55  Beberapa pakar hukum mengemukakan pengertian 
pidana dengan istilah “hukuman”, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muladi dan 
Barda Nawawi Arief bahwa :  
 “Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, 
dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah 
tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti 
di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena 
itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau 
makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya 
yang khas”56  
 Selain itu Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :  
 “Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang 
oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang 
yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-
undang hukum pidana dan siksaan atau penderitaan itu dengan 
keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang 
dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu 
harus diberikan kepada hukuman (pidana) karena pelanggaran 
yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan 
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oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran 
atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi 
oleh undang-undang hukum pidana”57  
Pengertian pidana menurut Van Hamel adalah penderitaan khusus yang 
dijatuhkan oleh otoritas yang kompeten untuk memberikan sanksi pidana atas nama 
negara sebagai organisasi sosial tertinggi yang bertanggung jawab atas perbuatan 
yang dilakukan pelanggar, yaitu hanya karena orang tersebut telah melanggar 
peraturan hukum ditegakkan oleh negara.58 Menurut Simons pidana adalah 
Penderitaan yang terkait dengan hukum pidana dikaitkan pelanggaran norma yang 
telah dijatuhkan oleh keputusan pengadilan untuk individu yang melakukan 
kesalahan.59  Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang dengan 
sengaja dikenakan pada orang yang melakukan tindakan yang memenuhi 
persyaratan tertentu.60 Selanjutnya menurut Roeslan Saleh, pidana adalah  “reaksi 
atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara 
pada pembuat delik itu”.61  
Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan penulis 
menyimpulkan bahwa pidana (straf) itu hakikatnya memiliki dan mengandung 
unsur atau karakteristik sebagai berikut:62   
a)    “Pidana itu pada artian yang sebenarnya merupakan suatu 
penetapan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya 
yang tidak menyenangkan”    
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b)    “Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)”    
c)    “Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang”    
 
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan istilah yang berasal dari 
terjemahan kata strafbaarfeit pada bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian 
diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata 
yang digunakan oleh sarjana-sarjana Indonesia untuk menterjemahkan kata 
strafbaarfeit antara lain tindak pidana, delik dan perbuatan pidana.63 Dalam 
merumuskan tindak pidana penegak hukum harus mengetahui bentuk perbuatan 
mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Secara umum, niat ini dapat dicapai 
dengan mendefinisikan berbagai unsur, elemen atau keadaan yang merupakan 
karakteristik atau ciri dari larangan, sehingga hal tersebut dapat dibedakan dari 
tindakan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana yang dirumuskan Undang-undang 
dituliskan dalam suatu kalimat atau kalimat-kalimat. Kalimat terdiri dari frasa-frasa 
atau kata-kata yang mempunyi arti khusus. Frasa dan kata-kata itulah yang 
dimaksud dengan unsur tindak pidana.64 
Oleh karena itulah maka tindak pidana dapat diartikan sebagai kompleksitas 
unsur-unsur yang membentuk suatu pengertian hukum tentang larangan melakukan 
perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melakukan 
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larangan tersebut. Dalam hal ini penegak hukum diharuskan mengetahui dasar 
hukum yang akan digunakan dalam melakukan penyidikan, penyelidikan, 
penuntutan maupun penjatuhan putusan agar tercapai harmonisasi peraturan 
perundang-undangan. Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan 
bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun 
yang berbentuk badan hukum. 
Istilah strafbaarfeit menurut beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut: 
1.   “Menurut Simons strafbaarfeit merupakan kelakuan yang diancam dengan 
pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan 
yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”65   
2.   “Wirjono Prodjodikoro, merumuskan Strafbarfeit sebagai tindak pidana yaitu 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”66   
3.   “Van Hamel, merumuskan strafbaarfeit sebagai karakter individu (menselijke 
gedraging) yang dirumuskan dalam Wet yang bersifat melawan hukum yang 
patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan”67   
4.   “Moeljatno menggunakan perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai 
perbuatan yang dilarang oleh norma hukum larangan yang kemudian juga 
disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa sanksi pidana tertentu dan bagi 
individu yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga didefinisikan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan norma hukum dilarang 
dan diancam sanksi pidana tetapi dalam pada itu di ingat bahwa larangan 
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ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan 
oleh kelakuan orang)”68   
Prof. Moeljatno berpendapat bahwa istilah “peristiwa pidana” yang juga 
digunakan oleh sarjana- sarjana Indonesia untuk menterjemahkan kata strafbaarfeit 
adalah kurang tepat. Sebab “peristiwa” adalah pengertian yang konkret, yang hanya 
menjelaskan kepada suatu kejadian tertentu saja.69 Begitu pula dengan istilah 
“tindak pidana”, istilah ini karena munculnya digunakan oleh pihak kementerian 
hukum, sering mempergunakan istilah tersebut pada perundang-undangan.  
Meskipun kata     “tindak”  lebih pendek dari pada kata   “perbuatan”   tapi   “tindak”  
tidak mengacu pada hal-hal yang abstrak seperti   “perbuatan”,   tetapi hanya 
menerangkan bentuk keadaan konkret,  seperti juga dengan perbedaan istilah 
peristiwa dengan istilah tindak adalah tingkah laku, kelakuan, gerak-gerik atau 
keadaan jasmani individu, yang juga lebih dikenal dengan istilah tindak-tanduk, 
tindakan dan bertindak dan seringkali juga menggunakan istilah  “ditindak”.70 
Perumusan delik dapat dilakukan secara formil dan materiil, dapat disebut 
juga delik formil dan delik materiil. “Delik formil adalah delik yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti dari perbuatan yang dilarang 
yang dirumuskan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan tertentu”.71   
“Perumusan tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan atau 
tindakannnya”.  Sebaliknya dalam rumusan delik materiil, inti larangannya adalah 
                                                          
68 Moeljatno, op. cit. hlm. 59. 
69 Moeljatno, op. cit. hlm. 60. 
70. Moeljatno, loc. cit. 
71 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-





pada menimbulkan akibat yang dilarang.”72 Oleh karena itu, siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan 
dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang 
itu tidaklah penting. Pada delik materiil terdapat beberapa cara dalam 
merumuskannya, yaitu sebagai berikut. 
1. Merumuskan delik materiil dimana akibat terlarang itu disebutkan secara tegas 
disamping unsur tingkah laku/perbuatan.73 
2. Merumuskan delik materiil dimana unsur akibat terlarang itu tidak dicantumkan 
secara terpisah dengan perbuatan, melainkan telah terdapat pada unsur tingkah 
lakunya. Artinya dengan merumuskan unsur tingkah lakunya itu, sudah dengan 
sendirinya didalamnya telah mengandung unsur akibat terlarang.74 
  
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap perbuatan pidana harus terdiri unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh 
perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenannya. Tindak 
pidana memiliki beberapa unsur, antara lain : 
1. Unsur Obyektif, unsur ini pada umumnya dapat terdiri atas suatu perbuatan 
ataupun suatu akibat. 
2. Unsur Subyektif, unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang 
terdapat dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, 
maksud. 
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2.1.4 Sanksi Pidana 
Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat 
dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu : 
Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in 
abstracto oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut 
dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu 
tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai 
dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan 
kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap 
pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana 
pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksesekusi atau 
administrative.75 
Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (straaf) dan tindakan 
(maatsregel). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara “pidana pokok dan pidana 
tambahan”.  Pidana pokok terdiri atas :  
1.   “Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga 
diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja. Pidana mati 
jelas merupakan jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum 
(rechtsbelang), yaitu yang berupa nyawa manusia”76   
2.   “Pidana penjara adalah pidana yang termasuk jenis pidana perampasan 
kemerdekaan (custodial)”.77  Dikatakan perampasan kemerdekaan, karena si 
terpidana di tempatkan didalam rumah penjara yang mengakibatkan ia tidak 
dapat bergerak dengan merdeka dan bebas seperti diluar   
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3.   “Pidana kurungan memiliki sifat pemidanaan yang sama dengan sanksi 
penjara, yaitu bersifat merampas kemerdekaan orang lain”.78  Melihat 
pendeknya jangka waktu pidana kurungan di bandingkan pidana penjara, oleh 
karena itu pembuat Undang-undang memandang pidana kurungan lebih 
ringan daripada pidana penjara. “Pidana kurungan diancamkan kepada delik-
delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran”79   
4.    “Pidana denda merupkan kewajiban individu yang telah ditetapkan untuk 
dijatuhi pidana (denda) tersebut oleh hakim untuk membayar sejumlah uang 
tertentu karena individu telah melakukan suatu bentuk perbuatan yang bisa 
dipidana”80   
5.   “Pidana tutupan dimaksudkan sebagai bentuk pidana pokok berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 1964”.  “Pidana tutupan ini merupakan 
suatu Custodia honesta,  dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara 
dalam hakim mengadili individu yang telah melakukan bentuk kejahatan 
yang diancam dengan sanksi penjara, karena dilakukan dengan maksud  
malakukan suatu perbuatan yang patut dihormati”81   
Sedangkan pidana tambahan dapat berupa:  
1. Pencabutan hak tertentu,  
Pencabutan itu hanya yang tertentu saja, artinya orang tidak mungkin 
dijatuhi pencabutan semua haknya, karena dengan demikian itu ia tidak akan 
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dapat hidup. Berdasarkan “Pasal 35 KUHP”  hak-hak yang dapat dicabut 
adalah82 :     
a.    “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu”    
b.  “Hak memasuki Angkatan Bersenjata”    
c.    “Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 
aturan-aturan umum”    
d.   “Hak untuk menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu 
pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri”   
e.    “Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau    
pengampuan atas anak sendiri”    
f.  “Hak menjalankan mata pencarian tertentu”  
2. Perampasan barang tertentu, dan  
Menurut KUHP barang-barang yang dirampas itu harus bersifat barang-
barang yang: 
a. milik tertuduh, 
b. barang tersebut ternyata digunakan untuk melakukan perbuatan pidana 
sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, 
c. barang-barang tersebut diperoleh karena melakukan perbuatan pidana 
sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. 
3. Pengumuman keputusan hakim.  
                                                          





Terhadap semua putusan hakim, sebenarnya telah diucapkan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum. Adanya pidana tambahan berupa pengumuman 
putusan hakim, maksudnya adalah agar putusan itu disiarkan secara istimewa 
dan jelas dengan cara yang ditentukan oleh hakim.83 
Dalan sistempemidanaan yang ada di Indonesia selain penerapan bentuk-
bentuk sanksi pidana juga dikenal bentuk sanksi lain yaitu sanksi tindakan. Ide 
dasar adanya sanksi tindakan lahir dari aliran ide “individualisasi pidana” yang 
memiliki karakteristik84: 
1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadiperorangan (asas personal); 
2. Pidana hanya diberikan kepda orang yang bersalah (asas culpabilitas = “tiada 
pidana tanpa kesalahan”); 
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, hal 
tersebut berarti harus ada kelonggaranfleksibilitas bagi hakim dalam memilih 
sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada 
kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyusaian) dalam 
pelaksanaannya 
Sebagai konsekuensi dengan adanya ide “individualisasi pidana” maka 
sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern menjadi berorientasi pada bentuk 
perbuatan dan pelaku. Bentuk sanksi yang diterapkan pun tidak hanya dalam bentuk 
sansi pidana tetapi juga dalam bentuk sannsi tindakan. Hal tersebut kemudian 
dikenal dengan istialah double track system. Dalam double track system keberadaan 
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sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki kedudukan yang setara. Antara sanksi 
pidana dan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar yang berbeda. Sansi pidana 
bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan?”, sedangkan sanksi 
tindakan bersumber pada ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu?”.85 Dari 
kedua ide dasar tersebutlah yang kemudian perbedaan mendasar bentuk sanksi yang 
akan diterapkan pada suatu bentuk perbuatan pidana. Sanksi pidana lebih 
menekankan unsur pembalasan (pengimbalan), sedangkan sanksi tindakan lebih 
menekankan pda perlindungan masyarakat dan pembinaan  atau perawatan si 
pembuat.86 Atau menurut pendapat ahli lainnya bahwa sanksi pidana dititik 
beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan 
sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. 87 jika dihubungkan dengan 
teori-teori pemidanaan yang ada maka sifat sanksi tindakan ialah sanksi yang tidak 
membalas. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
sbentuk sanksi tidakan berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi 
medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 
membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.88 Sedangkan rehabilitasi 
sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, 
mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan 
fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 
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2.2 Tindak Pidana Narkotika 
Orang sering menyamakan pengertia anatara narkoba dan narkotika, 
Narkoba adalah singkatan kata dari “Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan 
adiktif) lainnya”. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
“narkoba adalah obat yang bisa memberikan ketenangan pada syaraf, bisa juga 
untuk menghilangkan rasa sakit, yang mengakibatkan rasa mengantuk atau rasa 
merangsang. Narkotika mempunyai kesamaan arti dengan istilah narcosis yang 
berarti membius”. Istilah Narkotika sendiri merupakan  Bahasa Yunani (narke) 
yang memiliki arti terbius yang mengakibatkan tidak merasakan apa-apa”.89 “Selain 
itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata narcissus, 
sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang 
menjadi tidak sadar”.90 Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu : “Zat 
yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, 
dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia”.91 Pengertian narkotika 
secara yuridis menyebutkan bahwa  “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal 
dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang 
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dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-
undang ini”.92  
Terdapat beberapa bentuk tindak pidana narkotika sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti peredaran 
gelap narkotika, precursor narkotika, peyalahguna narkotikan dan pecandu 
narkotika. “Peredaran gelap narkotikan dan precursor narkotika adalah setiap 
kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tan pa haka tau melawan 
hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika”.93 
“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan 
hukum”.94 Sedangkan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau 
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika 
baik secara fisik maupun psikis”.95  Menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi 
“ketergantungan adalah hal tergantung, perihal hubungan sosial seseorang yang 
tergantung kepada orang lain atau masyarakat, dan keadaan seseorang yang belum 
dapat memikul tanggung jawabnya sendiri”. Ketergantungan narkotika adalah 
dorongan untuk menggunakan narkotika terus menerus, dan apabila 
pemakaiaannya dihentikan maka akan terjadi gejala putus zat (sakau). Gangguan 
psikologis meliputi rasa cemas, sulit tidur, depresi dan paranaoid. Kemudian 
gangguan sosial meliputi kesulitan hubungan sosial dengan orang tua, teman, 
sekolah, pekerjaan, keuangan, yang dapat mengakibatkan berurusan dengan pihak 
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berwenang. Sifat kecanduan terhadap narkotika dapat diketahhui dengan beberapa 
tahapan, yaitu apabila terdapat rasa keinginan kuat secara kompulsif untuk 
menggunakan narkotika berkali-kali, kemudian muncul kesulitan mengendalikan 
penggunaan narkotika, baik dalam usaha menghentikannya atau mengurangi 
tingkat pemakaian. Kemudian terjadi gejala putus zat jika jumlah pemakaiannya 
dikurangi maupun dihentikan. Pecandu narkotika tidak bisa berhenti menggunakan 
narkotika begitu saja. Jika berhenti maka timbul gejala putus obat, yang kemudian 
berdampak pada intoksikasi, yaitu keracunan oleh narkotika. Disini terjadi 
kerusakan pada organ tubuh dan otak, hilang kesadaran. dan dapat terjadi kerusakan 
otak dan menjdai gila atau kematian.96 
Dari pengertian pecandu narkotika dalam pasal 1 angka 13 diatas dapat 
diketahui terdapat frasa atau kalimat menyalahgunakan narkotika secara tanpa dan 
melawan hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang pecandu narkotika 
maka secara otomatis orang tersebut juga dapat dikategorikan sebagai 
penyalahguna narkotika. Penerapan pemidanaan pecandu narkotika diatur dalam  
“Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2010”  tentang “Penyalahgunaan, 
Korban, Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi 
Medis dan Rehabilitasi Sosial” sebagai berikut : 
a.   “Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN 
dalam kondisi tertangkap tangan”   
b.  “Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti 
pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut” : 
1. Kelompok metamphetamine (shabu)  : 1gram 
2. Kelompok MDMA (ekstasi)    : 2,4 gram = 8 butir 
                                                          






3. Kelompok Heroin     : 1,8 gram 
4. Kelompok Kokain     : 1,8 gram 
5. Kelompok Ganja     : 5 gram 
6. Daun Koka      : 5 gram 
7. Meskalin      : 5 gram 
8. Kelompok Psilosybin    : 3 gram 
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide : 2 gram 
10.  Kelompok PCP (phencyclidine)   : 3 gram 
11. Kelompok Fentanil     : 1 gram 
12. Kelompok Metadon     : 0,5 gram 
13. Kelompok Morfin     : 1,8 gram 
14. Kelompok Petidin     : 0,96 gram 
15. Kelompok Kodein     : 72 gram 
16. Kelompok Bufrenorfin    : 32 gram 
c.  “Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan 
permintaan penyidik”  
d. “Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk 
oleh Hakim”. 
e.  “Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran 
gelap Narkotika”  
 
Apabila narkotika digunakan secara terus menerus akan berdampak 
ketergantungan bagi penggunanya yang kemudian pada umumnya pegguna tersebut 
disebut sebagai pecandu narkotika. Kecanduan terhadap narkotika akan 
mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadi kerusakan pada sistem 
syaraf dan organ tubuh seperti paru-paru, jantung, hati, dan ginjal. Dampak 
penyalahgunaan narkotika pada seseorang tergantung pada jenis narkotika yang 
digunakan pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Dampak kecanduan terdap 








3.1. Urgensi Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Pasal 103 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika 
Dalam pandangan normative yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), penyalahguna narkotika 
ataupun pecandu narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal 
diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun pecandu narkotika 
hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika 
bagi diri sendiri dan pecandu narkotika adalah individu yang menggunakan dan 
menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya 
penyalahguna narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku 
perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu 
yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi 
korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi 
korban juga disebut sebagai self-victimizing victim yaitu mereka yang menjadi 
korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.97 Atau, yang menurut Romli 
Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku 
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adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban 
pemakai atau drug users.98 Penanganan pelaku kejahatan yang nantinya akan 
menjadi korban karena perbuatannya sendiri tentulah harus dibedakan dengan 
pelaku kejahatan yang akan menimbulkan kejahatan dilain pihak. Untuk 
mengetahui pembuatan sanksi yang ideal jika terjadi kejahatan seharusnya 
legislator mengetahui penyebab kenapa suatu perbuatan tersebut di 
kriminalisasikan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan 
permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti terjadinya over capacity dalam 
lembaga pemasyarakatan yang disebabkan karena banyaknya kasus 
penyalahgunaan narkotika atau pun semakin banyaknya terjadi penyalahgunaan 
narkotika yang ada dimasyarakat. Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah di 
kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan 
sendirinya yang terjadi kemudian didalam norma hukum maupun masyarakat 
umum melakukan labelling kepada penyalahguna narkotika sebagai kriminal yang 
kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahguna narkotika tersebut 
membentuk kelompok atau pribadi yang eksklusif sehingga mengakibatkan 
bertambah sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan 
dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana teori 
labelling dalam kriminologi yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi 
perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan 
peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.99 Mengkriminalisasikan 
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penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga akan bertentangang tujuan dari 
hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang-
perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-
kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari 
kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang 
sewenang-wenang di lain pihak100 
Pengaturan sanksi dalam UU Narkotika yang berlaku saat ini belum mampu 
untuk memberikan rasa keadilan bagi penyalah guna narkotika karena hanya 
memposisikan diri sebagai pelaku tindak pidana sedangkan penyalah guna 
narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika tidak dipertimbangkan. 
Pengaturan sanksi dalam UU Narkotika yang demikian dilatarbelakangi adanya 
pembedaan pecandu narkotika, penyalah guna narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika. Perumusan pasal beberapa istilah dalam UU Narkotika 
tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dirubah. 
Undang-undang tentang Narkotika sendiri tidak memberikan pembedaan/garis 
yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana 
lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang 
mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur 
“menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, dan atau “membeli”narkotika dimana 
hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam pasal 111, 112, 
dan pasal 114 UU Narkotika. Disisi lain dengan dikumpulkannya Pengguna, 
                                                          
100 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 





Pengedar, Bandar, Pengimport dan juga para pelaku kwalifikasi tindak pidana 
narkotika yang lain di dalam satu LAPAS maka yang terjadi adalah Pasar Narkotika 
dalam LAPAS. Keadaan ini dapat kita lihat dengan seringnya terdapat narkoba di 
dalam LAPAS dan bahkan ada juga narapidana yang mengendalikan peredaran 
narkotika dari dalam LAPAS itu sendiri, sehingga dalam praktek dilapangan 
LAPAS merupakan tempat transaksi narkotika yang paling aman.  
Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah terhadap pengguna 
narkotika adalah keracuaan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d UU Narkotika yang 
menyatakan tujuan undang-undang Narkotika adalah “Menjamin pengaturan upaya 
rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, akan 
tetapi dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban 
Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial” sehingga hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 54 menjadi tidak diakui dengan adanya ancaman sanksi pidana 
bagi pengguna narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127. Penyalahguna 
narkotika bagi diri-sendiri semestinya harus di posisikan sebagai orang yang sakit 
yang butuh pengobatan dan pemulihan akibat dari dampak negatif dari 
penyalahgunaan zat narkotika yang digunakannya (korban yang harusnya hak 
haknya dilindungi sebagai korban).101 Sehingga sanksi yang harusnya harus 
diterapkan khusus kepada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa 
disertai dengan kwalifikasi tindak pidana utama yang lain adalah suatu jenis sanksi 
                                                          





yang dapat memulihkan keadaanya terhadap keadaaan semula yaitu berupa suatu 
sanksi tindakan.  
Berdasarkan tujuan pemidanaan khususnya yang bersifat relatif (deterrence) 
memandang bahwa pidana tersebut ditujukan kepada hari hari yang akan datang, 
yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat menjadi baik 
kembali102 serta orang yang sakit dalam hal ini orang yang memiliki ketergantungan 
dengan narkotika jadi sembuh atau bebas dari ketergantungan (kecanduan). Di sisi 
lain jika penyalahguna narkotika bagi diri sendiri menggunakan zat narkotika 
tersebut, dimana dia adalah orang yang sakit (ketergantungan pada obat) maka tidak 
tepat mempertanggungjawabkannya dengan pidana penjara melainkan harus 
berupa suatu tindakan yang dapat menyembuhkannya sehingga bebas dari 
ketergantungan pada zat tersebut dan dapat pulih kedalam keadaan semula. 
Permasalahan kriminalisasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri 
di atas bertambah lagi dengan tidak adanya norma yang jelas menentukan kapan 
penegak hukum bisa memberlakukan sanksi pidana atau sanksi tindakan bagi 
penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Sebagaimana diketahui penyalahguna 
narkotika bagi diri sendiri di ancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika 
dan kemudian dalam pasal 127 ayat 2 terdapat ketentuan bahwa hakim wajib 
memperhatikan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103, kemudian dalam pasal 103 ayat 
1 terdapat ketentuan bagi hakim untuk memutus dan memerintahkan kepada 
pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana untuk menjalani 
                                                          





(sanksi tindakan) pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Padahal 
dimengerti dalam ketentuan umum pasal 1 angka 13 tentang pecandu narkotika 
terdapat frasa “menyalahgunakan narkotika” dan dalam pasal 1 angka 15 terdapat 
definisi tentang penyalahguna narkotika. Hal tersebut mengindikasikan pecandu 
narkotika juga merupakan meliputi penyalahguna narkotika, yang berarti juga 
seorang pecandu narkotika akan menjalani dua jenis sanksi sekaligus. 
Adanya sanksi tindakan dalam UU Narkotika tentunya akan lebih bermanfaat 
bagi penyalahguna narkotika dibandingkan dengan diterapkannya sanksi pidana. 
Tetapi jika tidak dilandasi norma hukum yang ada maka akan menimbulkan 
permasalahan yang baru yaitu dengan diterapkannnya secara bersamaan sanksi 
pidana dan sanksi tindakan. Meskipun sanksi tindakan maupun sanksi pidana 
memiliki tujuan yang berbeda tetapi kedudukan kedua sanksi setara sebagai suatu 
bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana atau yang penerapan keduanya dalam 
suatu peraturan hukum biasanya dikenal dengan double track system. Karena 
kesetaraannya menurut penulis seharusnya sanksi tindakan mengesampingkan 
adanya sanksi pidana bukan menggabungkan keduanya. 
Menggabungkan bentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan 
seakan-akan membuat hierarki baru dalam sanksi pidana yang menjadikan sanksi 
tindakan kedudukannya di bawah sanksi pidana. Dalam pasal 10 KUHP (Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana) kita mengenal bentuk-bentuk sanksi pidana yang 
berupa sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan dan yang telah disusun 
dari sanksi yang paling berat hingga sanksi yang ringan. Sanksi pidana pokok 





denda, (5) pidana tutupan. Perlu diingat kembali dalam asas hukum pidana bahwa 
sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat ultimum remidium sepanjang tidak 
ditemukan lagi solusi atas kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Ultimum 
remidium sendiri merupakan sanksi yang seharusnya menjadi alat/upaya terakhir 
dalam penegakan hukum.103 Jadi apabila ditemukan solusi lain jika telah terjadi 
sebuah perbuatan pidana, maka kedudukan sanksi pidana seharusnya di 
kesampingkan. Seperti pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri 
sendiri yang menurut penulis lebih membutuhkan untuk segera di rehabilitasi. 
Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan bagi diri sendiri yang dikatakan 
sebelumnya sebagai dwi tunggal (pelaku dan korban adalah sama) juga tidak sesuai 
denga teori keadilan restorative justice yang orientasinya adalah sistem peradilan 
pidana dan penjatuhan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk 
membalas.104 Meskipun hubungan kasualitas pelaku dan korban adalah dirinya 
sendiri. Konflik dalam restorative justice dapat di artikan sebagai keadaan pribadi 
dari penyalahguna narkotika yang sedang bermasalah baik fisik maupun psikis. 
Restorative justice tentunya berbeda dengan pendahulunya yaitu retributive justice 
yang hanya berfokus pada pembalasan. Fokus restorative justice antara lain:105 
a. Kejahatan adalah perlukaan terhadap individu dan atau masyarakat: 
b. Fokus pada pemecahan masalah 
c. Memperbaiki kerugian 
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d. Hak dan kebutuhan korban diperhatiakn 
e. Pelaku di dorong untuk bertanggung jawab 
f. Pertanggung jawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong 
untuk memperbaiki kerugian 
g. Respons terpaku pada perilaku menyakitkan akibat perilaku pelaku 
h. Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat 
i. Didukung agar pelaku menyesal dan maaf dimungkinkan untuk diberikan 
oleh korban 
j. Proses bergantung pada keterlibatan orang-orang yang terpengaruh oleh 
kejadian 
k. Dimungkinkan proses menjadi emosional 
 
Saat ini kebanyakan dalam sistem hukum pidana Indonesia konsep 
keadilannya masih berorientasi pada retributive justice. Sebagaimana ciri-ciri teori 
retributive justice yang di ungkapkan oleh Karl O. Christianse:106 
a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan 
b. Pembalsan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung 
sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat 
c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat  untuk pemidanaan 
d. Pidana harus diselesaikan dengan kesalahan si pelaku 
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e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan 
tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresolasi pelaku. 
Prinsip-prinsip restorative justice yang dibangun atas nilai-nilai tradisional 
yang menghargai hak asasi manusia antara lain membuat pelaku bertanggung jawab 
untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan 
kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasistas dan kualitasnya sebaik dia 
mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang 
tua, keluarga, sekolah tau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga 
dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.107 
Dalam UU Narkotika yang memeliki kewajiban untuk melaksanakan 
rehabilitasi hanyalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 
(pasal 54) tetapi kemudian terdapat frasa “dapat” dalam (pasal 103) tentang 
ketentuan pecandu narkotika sehingga penulis menyimpulkan terdapak konflik 
norma dalam kedua pasal tersebut. Dengan adanya frasa "dapat" dalam 
menjatuhkan rehabilitasi memberikan kesan bahwa pembuat undang-undang masih 
memandang bahwa sanksi tindakan merupakan sanksi yang hanya bersifat 
komplementer (pelengkap) dari sanksi pidana. Sedangkan untuk penyalahguna 
narkotika bagi diri sendiri di jatuhi sanksi pidana penjara tetapi apabila kemudian 
penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tersebut juga sebagai pecandu narkotika 
maka kemudian ada kewajibkan untuk rehabilitasi. Padahal diketahui fungsi 
rehabilitasi adalah untuk memulihkan kembali keadaan bagi orang yang 
                                                          





menggunakan narkotika. Menurut penulis orang yang terganggu keadaannya dan 
memerlukan pemulihan kembali bukan hanya pecandu dan korban penyalahgunaan 
narkotika tetapi juga individu sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Hal 
tersebut di karenakan setiap individu yang menyalahgunakan narkotika dapat 
dipastikan kesehatannya pasti terganggu, baik dikarenakan kesehatan psikisnya 
tenganngu atau penyakit yang dideritanya maupun penyakit sebagai dampak negatif 
penggunaan narkotika itu sendiri, meskipun penyalahguna narkotika bagi diri 
sendiri tersebut secara normatif tidak dikategorikan sebagai pecandu ataupun 
korban penyalahguna narkotika. Pidana penjara bagi penyalah guna narkotika jelas 
merupakan sebuah kekeliruan karena pidana penjara tidak akan memperbaiki 
penyalah guna narkotika. Penyalah guna mengalami ketergantungan akibat 
penggunaan narkotika tersebut sehingga solusi atau jalan keluar yang terbaik 
sebagai penghukuman bagi penyalah guna narkotika adalah rehabilitasi. 
Permasalahan dalam UU Narkotika tersebut akan menghalangi terwujudnya 
cita hukum sebagai ide dasar pembentukan norma hukum yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum 
yang mempedomani (guiding principle), norma kritik (kaidah evaluasi) dan factor 
yang memotivasi dalam penyelanggaraan hukum (pembentukan, penemuan, 
penerapan hukum) dan perilaku hukum.108 Perumusan dan pemahaman cita hukum 
akan memudahkan penjabarannya kedalam berbagai perangkat aturan kewenangan 
dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam 
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penyelanggaran hukum.109 Penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu 
rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem tidaklah 
dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri 
sendiri, akan tetapi saling terkait tidak dapat dipisahkan sama sekali. Dalam 
menentukan sanksi atau menetapkan bentuk-bentuk sanksi ataupun menentukan 
jenis-jenis sanksi Menurut M. Sholehuddin, seyogyanya tetap memperhatikan latar 
belakang kesesuaian bentuk sanksi tersebut dengan hakikat permasalahan deliknya. 
Dengan kata lain, masalah penalisasi tak dapat dipisahkan dari masalah 
kriminalisasinya karena keduanya merupakan satu kesatuan bila dilihat dari sudut 
kebijakan kriminal (criminal policy).110 
Pembahasan diterapkannya double track system dalam UU Narkotika harus 
didahului dangan gagasan atau ide dasar pemberlakuan sanksi pidana dan sanksi 
tindakan secara umum. Dilihat dari latar belakang kemunculan double track system 
dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah “kesetaraan” antara 
sanksi pidana dan sanksi tindakan.111 Dari ide dasar munculnya double track system 
belum dibentuk aturan yang sesuai mengenai kesetaraan bentuk antara sanksi 
pidana dan sanksi tindakan dalam UU Narkotika. Seperti terlihat dalam fakta kasus 
seorang artis Ridho Rhoma yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri 
sendiri tepatnya yang dapat diketahui dalam putusan pengadilan negeri Jakarta 
Barat nomor: 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. dalam putusan tersebut terdakwa atas 
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nama Ridho Rhoma terbukti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu 
(metamfetamina) yang amar putusannya antara lain: 
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA 
IRAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana dalam dakwaan Primer; 
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA 
IRAMA tersebut dari dakwaan Primer tersebut di atas; 
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA 
IRAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I 
BAGI DIRI SENDIRI”; 
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan; 
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
6. Menetapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan 
melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit 
Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur, selama: 6 (enam) bulan dan 10 
(sepuluh) hari; 
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan 
Terdakwa dari tahanan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan 





8. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial diperhitungkan 
sebagai masa menjalani pidana; 
Dari amar putusan nomor 4 dan 6 diketahui bahwa terdakwa Ridho Rhoma di 
jatuhi 2 sanksi sekaligus yaitu berupa sanksi pidana (penjara) dan sanksi tindakan 
(rehabilitasi). Padahal diketahui juga dalam putusan tersebut tepatnya dalam 
pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memperingankan bahwa terdakwa 
baru pertama kali dihukum. Sehingga seharusnya hakim hanya menerapkan sanksi 
tindakan (rehabilitasi) bukan juga menerapkan sanksi pidana (penjara) yang 
merupakan sanksi yang bersifat ultimum remidium. Bahkan dalam amar putusan 
tersebut terjadi inkonsistensi penerapan aturan oleh hakim tepatnya dalam  amar 
putusan nomor 6 yang oleh hakim menggunakan frasa “menetapkan”, padahal 
diketahui frasa tersebut hanya digunakan dalam pasal 103 ayat (1) huruf (b) yang 
digunakan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana. Tidak adanya norma hukum yang mengatur tentang kedudukan 
sanksi tindakan dalam UU Narkotika akan memaksa penegak hukum menerapkan 
kedua sanksi sekaligus yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan dari individu yang dikategorikan sebagai penyalahguna bagi diri 
sendiri.  
Sebagaimana diketahui dalam fakta dipersidangan bahwa terdakwa baru 
pertama kali dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri 
tetapi hakim maupun penuntut umum masih terlihat mengedepankan sanksi pidana 
dalam menyelesaikan suatu perkara. Perihal seperti itu tentu saja bertentangan 





pada pembalasan dalam suatu peristiwa hukum. Hakim sebagai aparat penegak 
hukum yang dibebani negara dalam menjatuhkan stelsel pidana seharusnya 
memahami kebutuhan-kebutuhan individu maupun masyarakat secara luas yang 
berahdapan dengan hukum. Dalam usaha negara mempertahankan dan 
menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap 
berbagai kepentingan hukum, secara represif disamping diberi hak dan kekuasaan 
untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan 
(maatregelen).112 Sanksi tindakan sendiri sudah ada dalam UU Narkotika dimana 
hakim dapat memutus (pasal 103 (1) huruf a) ataupun menetapkan (pasal 103 (1) 
huruf b) bilamana terdapat individu yang dikualifikasikan sebagai pecandu 
narkotika. 
Pecandu narkotika juga serta merta akan dikategorikan sebagai penyalah guna 
narkotika karena dalam ketentuan pasal 1 angka 13 (tiga belas) terdapat frasa 
"menyalahgunakan narkotika" yang menjadi pembeda adalah frasa 
“ketergantungan” dalam pasal tersebut. Sebenarnya sifat "ketergantungan" dalam 
frasa ketentuan tentang pecandu narkotika bisa menjadi alasan pemaaf dalam 
penjatuhan pidana karena keadaan terganggunya (ketergantungan) baik secara 
psikis maupun fisik dari pecandu narkotika. Dalam menjatuhkan pidana terhadap 
individu harus diperhatikan pertanggung jawaban pidananya. Hal tersebut 
berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP "tiada dapat dipidana barangsiapa 
mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, 
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sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal". Pada pasal tersebut 
disebutkan bahwa yang menjadi penyebab dari tidak dapat dipidananya seseorang 
karena perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada individu tersebut 
sebab: 
a. kurang sempurnanya akal yaitu maksud dari "akal" disini merupakan 
kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran 
b. sakit berubah akalnya 
Selanjutnya Jan Remmelink mengatakan bahwa kemampuan untuk bertanggung 
jawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis 
yang mencakup tiga kemampuan yaitu113 : 
1. memahami arah tujuan faktual dari tindakannya sendiri 
2. kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang 
3. adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut 
Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggung jawab 
pidana dapat dengan dua cara, antara lain:114 
a. dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan pasal 44 angka (1). 
Dari pasal tersebutsifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua 
bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 angka (1) menentukan dua keadaan 
jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Dengan berpikir sebaliknya, 
orang yang mampu beratnggung jawab atas semua perbuatannya 
(berwujud tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa 
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sebagaimana yang dinyatakan oleh pasal tersebut, artinya jika jiwanya 
tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena 
penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab. 
b. Dengan tidak menghubungkannya dengan nomrma pasal 44 angka (1), 
dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu 
bertanggungjawab itu ada tiga syarat yaitu:115 
1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia 
bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya 
terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan, 
2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunya 
kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta 
akibatnya, 
3) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk 
menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu 
adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan 
oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila. 
KUHP tidak menyebutkan secara tegas mengenai sanksi tindakan, hanya saja 
dalam dalam pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur masalah penempatan bagi orang 
yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya 
atau terganggu dalam penyakit. Pasal ini sebenarnya masih patut untuk 
dipertanyakan kembali. Apakah penempatan bagi seseorang yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat termasuk dalam sanksi, bukankah 
                                                          





seseorang dapat dikenai sanksi atau perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan 
apabila seseorang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dari 
perbuatannya orang tersebut patut untuk dicela. Untuk dapat menyimpulkan bahwa 
saat melakukan perbuatan pidana sipelaku adalah memang orang yang patut 
dicelafdipersalahkan (mempunyai kesalahan), maka kesimpulan tersebut haruslah 
didasarkan pada kriteria mengenai mengenai pertanggung jawaban pidana yang 
berupa hal-ha1 sebagai berikut:116 
1. Sipelaku harus merupakan orang yang memiliki kemampuan bertanggung 
jawab. Artinya aka1 sehat dan mampu membedakan antara yang baik dan 
buruk atau antara yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya. 
2. Sipelaku perbuatan harus melakukan perbuatannya secara sengaja. 
3. Dalam diri sipelaku perbuatan pidana harus tidak ada hal-hal yang 
merupakan alasan pemaaf. Misalnya perbuatan pidanya yang dilakukannya 
tidak atas dasar daya paksa atau karena pembelaan. 
4. Perbuatan yang dilakukan sipelaku harus tidak ada hal-hal yang merupakan 
alasan pembenar. 
Dengan demikian, seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya 
jika ke empat syarat tersebut dapat terpenuhi. Bagi seseorang yang tidak memiliki 
kemampuan bertanggung jawab, seperti gila, ediot, epilepsi dan sebagainya adalah 
tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya kepada mereka. 
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Sebagaimana rumusan masalah pertama yang penulis buat, yang berarti 
dalam pembahasan ini harus mengkaji landasan-landasan dibentuknya UU 
Narkotika khususnya tentang pemberlakuan anksi tindakan di dalamnya. Untuk itu 
penulis akan menyampaikan dalam naskah akademik maupun risalah rancangan 
undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika sendiri dibuat 
untuk menggantikan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. 
Landasan tentang di undangkannya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang 
narkotika dapat dilihat dalam pertimbangannya: 
a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan 
makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas 
sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan 
nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk 
derajat kesehatannya; 
b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia 
Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan 
upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara 
lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang 
sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan 
pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika; 
c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat 





pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang 
sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa 
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama; 
d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, 
mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan 
pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat 
merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan 
manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional 
Indonesia;  
e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan 
dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, 
didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak 
menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang 
sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 
sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang 
berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana 
tersebut; 
Selain landasan yang terdapat dalam pertimbangan pembuatan UU Narkotika 
di atas penulis juga menemukan beberapa poin penting dalam latar belakang naskah 
akademik mengenai penguatan jenis sanksi. Selain daripada itu dalam upaya 





penyalahgunaan narkotika, sangat diperlukan adanya standarisasi dalam rehabilitasi 
korban penyalahgunaan narkotika, baik rehabilitasi medis maupun sosial sehingga 
rehabiltasi tersebut berdaya dan berhasil guna.117 Dalam proses merancang UU 
Narkotika, PANSUS khusus RUU Narkotika telah melakukan lawatan atau 
kunjungan kerja ke dua negara yaitu Malaysia dan Thailand yang sebelumnya telah 
merencanakan negara ke tiga yaitu Amerika Serikat namun kemudian dibatalkan. 
Kunjungan tersebut untuk mempelajari proses legislasi dan aturan-aturan yang ada 
di negara tetanggakita Thailand dan Malaysia khusus mengenai aturan untuk 
Narkotika. Pada pembukaan rapat, ketua rapat menyampaikan kembali beberapa 
ide dasar mengenai pembaharuan UU Narkotika untuk memberikan payung hukum 
dan kepastian dalam usaha penanggulangan penyalahgunaan narkotika di 
masyarakat pada umumnya antara lain:118 
1. Hasil dari pertemuan anggota pansus Narkotika di cipayung menginginkan 
undang-undang ini apakah undang-undang narkotika ataukah diperluas 
menjadi dengan bahan-bahan berbahaya lainnya yang kita kenal apapun 
undang-undangnya nanti disebut sebagai apa tapi harus masuk seperti zat-
zat adiktive yang berbahaya kalua secara terminology hukum dengan 
farmasi barangkali minimal psikotropika golongan 1 dan 2 masuk dalam 
ruang lingkuo undang-undang ini. Kenapa demikian karena banyak hal 
yang mengusik rasa nurani keadilan kita bersama 
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2. Satu pekerjaan tentu saja harus dikerjakan oleh suatu badan apapun badan 
itu nanti namanya. Didalam hal ini perlu dipikirkan perlu adanya badan 
yang bertindak membuat kebijakan dan badan yang mengerjakan serta 
badan yang mengawasi tindakan pekerjaan itu. Ini yang harus kita 
tekankan, karena saat ini cuma yang baik perlu ketiga aspek tersebut 
sehingga dalam undang-undang tersebut harus tercantuum secara jelas 
siapa yang membuat policy, siapa yang melakukan dan siapa yang 
mengawasi pekerjaan tersebut. 
3. Ada masalah sumber dana, masalah pemidanaan, dan batasan korban dan 
pengguna serta peran orang tua didalam peran masyarakat. 
Dalam risalah pembahasan RUU Narkotika diketahui terdapat perbedaan 
fungsi lembaga yang menangani rehabilitasi di Malaysia, Thailand, dan Indonesia 
pada saat pembahasan risalah RUU Narkotika. Ketiga negara tersebut sama-sama 
mempunyai tempat rehabilitasi untuk terpidana maupun pecandu, namun 
perbedaanya untuk Indonesia program rehabilitasi belum di koordinir jadi masih 
dilakukan oleh masing-masing departemen dan organisasi. Untuk Thailand 
memiliki Undang-Undang Rehabilitasi untuk pecandu narkotika dengan progam 
utamanya adalah terapi community. Begitu juga dengan Malaysia mempunyai 
Undang-Undang Rehabilitasi yang progam utamnya tetap sama yaitu terapi 
community. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 
22 tahun 1997 tentang narkotika atau aturan yang berlaku sebelum disahkannya UU 
Narkotika terbaru yang lembaga rehabilitasinya ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. 





ada ANCC yang kedua kelembagaan tersebut diatur dalam satu sistem 
penyelenggara narkotika secara nasional dan diatur dalam undang-undang.  
Sedangkan untuk pemidanaan di Indonesia yang terdapat dalam Undang-
Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika didasarkan penggolongan, ada tiga 
golongan pemberlakuan hukuman minimal 6 bulan. Di Thailand penjatuhan pidana 
berdasarkan penggolongan yaitu ada 5 kategori pemberlakuan hukuman minimal 6 
bulan dan ada untuk pengedar diberlakukan hukuman mati. Untuk Malaysia 
penjatuhan sanksi pidana didasarkan kepada berat gram jadi secara kuantitatif baik 
itu narkotika maupun psikotropika, diberlakukan hukuman minimal 2 tahun dan 
khusus untuk pengedar dikenakan hukuman mati. Dalam UU Narkotika di kenal 
dua bentuk rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di Indonesia 
penanganan dua bentuk rehabilitasi tersebut di laksanakan oleh dua instansi yang 
berbeda yaitu, rehabilitasi medis yang dilakukan oleh instansi kesehatan dan 
rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk merubah perilaku dan sifat dari pengguna 
itu sendiri serta merubah perilaku keluarga dan juga lingkungan dimana mereka 
berada. Seperti yang telah saya tulis di awal bab bahwa tidak seharusnya seorang 
pecandu narkotika tersebut di pidana, karena kebutuhan dari seorang pecandu ialah 
pengobatan dan dalam tipologi kejahatan pecandu narkotika dikategorikan sebagai 
kejahatan tanpa korban. Pemidanaan terhadap pecandu narkotika merupakan 
bentuk over kriminalisasi. Seperti yang disampaikan dalam risalah UU Narkotika 
“Kalau mengenai pecandu saya senang apa yang dikatakan oleh Malaysia itu yaitu 
bukan menyakiti mereka, menghindari mereka, menyampakkan mereka sampah 





penempatannya mereka yang pecandu itu ia kaya istanalah mereka namanya 
penjara tetapi seperti istana, itu segalanya diatur sama seperti ABRI di Magelang 
seperti itu di aturnya.”119  
Seperti juga diketahui bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat 
ultimum remidium sehingga penerapannya harus di laksanakan jika tidak ada solusi 
lagi jika terjadi tindak kejahatan. Dalam fakta kasus yang sebelumnya telah penulis 
sampaikan yaitu kasus pecandu narkotika yang menjerat seorang artis yaitu Ridho 
Rhoma diketahui bahwa terdakwa belum pernah dihukum karena kejahatan 
Narkotika, tetapi kemudian hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. 
Hal tersebut mengindikasikan bahwa putusan hakim bertentangan dengan asas 
ultimum remidium, mengingat dalam UU Narkotika terdapat bentuk sanksi lain 
yaitu sanksi tindakan (rehabilitasi) dan terdakwa baru pertama kalinya dihukum 
dalam perkara narkotika. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya norma yang 
mengatur tentang kedudukan antara saanksi pidana dan sanksi tindakan, sehingga 
berakibat diterapkannya kedua bentuk sanksi yang setara tersebut secara 
bersamaan. Kekhawatiran peristiwa tersebut sebenarnya telah ada yang 
menyampaikan dalam risalah UU Narkotika “Pemadam (LSM) juga begitu, intinya 
bagaimana menyadarkan bangsa Malaysia peduli terhadap narkoba ini, sehingga 
pemadam itu sampai ke desa-desa, ibu-ibu dipedesaan juga ada organisasinya 
tugasnya hanya mengidentifikasi siapa anak-anak yang kena narkoba dan 
dilaporkan ke polisi dan tugas polisi adalah mau dikemanakan, entah ke pengadilan 
atau apa. Jika anak itu baru sekali nantinya akan dibawa ke Departemen Kesehatan 
                                                          





jika tertangkap lagi baru ke penjara agak lama 1 tahun sampai 4 tahun jika sudah 
sadar baru dikeluarkan.”120  
Tumpang tindih di terapkannya kedua bentuk sanksi pidana dan sanksi 
tindakan secara bersamaan juga disebabkan oleh bentuk klasifikasi antara pecandu 
narkotika dan penyalahguna narkotika yang kemudian berdampak diterapkannya 
sanksi pidana dalam pasal 127 UU Narkotika tentang penyalahguna bagi diri sendiri 
sekaligus diterapkan juga sanksi tindakan dalam pasal 103 UU Narkotika tentang 
pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Hal tersebut terjadi karena 
dalam klasifikasi pecandu narkotika dalam pasal 1 angka 13 terdapat frasa 
“menyalahgunakan narkotika”. Hal tersebut sebenarnya telah disampaikan di rapat 
Pansus UU Narkotika tetapi tidak tahu kenapa tidak ada perbaikan dalam 
pengklasifikasian tersebut, sebagaiamana disampaikan anggota Pansus “Kemudian 
juga perbedan antara misalnya dia itu seorang pengedar, pemakai, itu harus jelas 
pada undang-undang, ini pada saat kami ke penjara itu saja dia mengaku kami ini 
sebenarnya bukan pengedar, saya sekedar kurir, ini kan lucu kalau dikatakan dia 
sudah tiga kali melakukan tugas kurir dan tahu yang dibawanya barang-barang yang 
memang barang haram, hal-hal seperti ini harus jelas”.121 Efektifitas rehabilitasi di 
Indonesia juga masih dipertanyakan hasilnya karena masih banyak dari pecandu 
narkotika enggan melakukan rehabilitasi ataupun keluarga dari pecandu narkotika 
juga enggan untuk melapor. Dalam proses legislasi pembentukan ruu Narkotika 
telah disampaikan mengenai standart rehabilitasi tersebut “Pada waktu kunjugan 
                                                          
120 Ibid., hlm. 179. 





kerja ke Malaysia kami melihat dengan sendirinya, orang yang masuk kedalam 
rehabilitasi centre itu apabila mereka keluar kemudian mereka merasa bahwa 
mereka itu belum merasa sembuh benar, meraka itu datang dan kembali kesana 
untuk minta direhabilitasi  kembali, apakah itu bisa di kita dan kelihatnnya juga ada 
cara-cara rehabilitasi yang kelihatnnya terlalu keras sehingga kadang-kadang orang 
yang rehab itu enggan untuk kembali atau melakukan lagi.”122 Jika standar 
rehabilitasi gagal untuk menyembuhkan gejala sosial yang buruk akibat kejahatn 
narkotika, maka itu juga akan menjadi permasalahan sosial yang baru. Secara 
khusus untuk Departemen Sosial memang ada satu standart atau kriteria yang 
digunakan didalam pusat rehabilitasi, bahwa mereka yang masuk dalam rehabilitasi 
ini ada dua pendekatan. Seperti yang disampaikan dalam risalah “Pendekatan yang 
sifatnya konvensional, dan juga pendekatan terpadu. Dimana semua yang akan 
masuk kesana adalah mereka yang bebas dari penggunaan narkotika. Yaitu sudah 
mendapatkan pelayanan medis. Setelah disana tidak cukup dengan pelayanan 
medis, mereka harus dilakukan rehabilitasi sosial. Merubah perilaku, merubah 
sikap, merubah karakter mereka untuk tidak kembali. Tetapi kalua ibu katakana 
tadi, mereka masuk kemudian kelaur lagi, masuk keluar lagi, ini memang satu 
proses dalam rehabilitasi.”123  
Pemidanaan yang berupa sanksi penjara terhadap pecandu narkotika menurut 
penulis hal tersebut tidak menyeleseikan permasalahan. Jika nantinya pecandu 
narkotika tersebut di masukkan ke lapas bisa saja terjadi malah merubah karakter 
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atau pemikiran dari pecandu narkotika itu sendiri. Mengingat di dalam lapas 
pecandu narkotika yang seharusnya tidak dikategorikan kejahatan malah bertemu 
dan tinggal bersama dengan naripidana yang bermacam-macam latar belakang 
perbuatan pidananya. Tentu saja hal tersebut malah merugikan bagi pecandu 
narkotika. Dalam risalah UU Narkotika ada pendapat yang mengkhawatirkanhal di 
atas “Lapas nah lapas ini juga menjadi persoalan. Memang semua orang tahu lapas 
itu sudah menjadi perguruan tinggi ilmu kejahatan jadinya. Bahkan yang pecandu 
masuk ke lapas, nanti menjadi pengedar, yang tadinya pengedar juga menjadi 
pecandu, bahkan orang yang katanya tadinya tidak terlibat sama sekali dengan 
narkoba, bisa menjadi pecandu disana.”124 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di undangkan dan 
disahkan pada tanggal 12 Oktober tahun 2009 menggantikan Undang-Undang 
Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 tahhun 1997 
tentang narkotika di bentuk pemerintah Indonesia sebagai komitmen atas konvensi 
yang telah diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations 
Convention Againts Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances, 
1988). Adapun isi konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran 
antara lain sebagai berikut:125 
1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan 
perhatian dan prioritas utama masalah pemberantasan peredaran gelap 
narkotika dan psikotropika. 
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2. Pembatasan peredaran gelap narkotikadan psikotropika merupakan 
masalah negara yang perlu ditangani secara bersama. 
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 
Tahun 1961, Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal 
Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan 
disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas 
perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. 
4. Perlu memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif 
dalam rangka kerjasama Internasional di bidang kriminal untuk 
memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran 
gelap narkotika dan psikotropika. 
Adapun ruang lingkup dari konvensi PBB tersebut di antaranya bertujuan 
untuk meningkatkan kerjasama Internasional yang lebih efektif terhadap berbagai 
aspek penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Setelah 
beberapa tahun kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahhun 1997 tentang 
narkotika telah dirasa tidak mencukupi kebutuhan regulasi dalam rangka 
pemberantasan tindak pidana narkotika. Sehingga kemudian dibentuklah Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di buat berdasarkan 
rekomendasi dari Sidang Tahunan Majelis Permusyawarahan Rakyat Republik 
Indonesia Tahun 2003 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indoesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan 





merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.126 Dari 
lamanya pembahasan yang penulis ketahui dari Risalah tentang RUU Narkotika 
yang dimulai pada tahun 2002 sampai dengan 2009, materi rehabilitasi hanya 
dibahas pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada 22 
Februari 2007. Meskipun materi rehabilitasi banyak disampaikan dalam rapat 
Pansus RDPU 22 Februari 2007, tetapi penulis tidak menemukan landasan filosofis 
maupun sosiologis diberlakukannya sanksi tindakan berupa rehabilitasi 
sebagaimana terdapat dalam pasal 103 UU Narkotika. 
 
3.2. Rumusan Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
Kedepannya. 
Untuk merumuskan atau merumuskan kembali sebuah aturan hukum 
khususnya hukum pidana, maka perlu mengkaji kebijakan kriminal maupun 
kebijakan hukum pidana. Hal tersebut di karenakan pembaharuan hukum pidana 
(penal reform) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy) yang 
kemudian juga berkaitan dengan kebijakan kriminal (criminal policy). Untuk 
menetukan reaksi yang terjadi di masyarakat ketika terjadi suatu kejahatan 
(crimilan policy) maka kita dapat menetukan bentuk reaksi berupa penal dan non 
penal, jika reaksi yang akan kita gunakan adalah reaksi penal maka kita harus 
memiliki pedoman dalam kebijakan hukum pidana (penal policy). Dari landasan 
                                                          





penal policy tersebut maka kita dapat melakukan pembaharuan hukum (penal 
reform). Istilah kebijakan awalnya merupakan istilah asing “policy” (Inggris) atau 
“politiek” (Belanda).127 Kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional 
dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.128 Lebih lanjut lagi Prof. Sudarto, 
mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal:129 
a. Arti sempit adalah, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari 
reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 
b. Arti luas adalah, keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, 
termask didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; 
c. Arti paling luas adalah, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui 
perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk 
menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 
Kebijakan kriminal bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada 
masyarakat (social defence) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat (social welfare). Karena tujuannya yang berupa perlindungan dan 
kesejahteraan kepada masyarakat, maka kebijakan kriminal juga merupakan bagian 
dari kebijakan sosial. Antara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal merupakan 
suatu yang integral. Dalam kebijakan kriminal terdapat dua cara dalam 
penanggulangan kejahatan yaitu melalui upaya penal ataupun dengan non penal. 
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Kebijakan kriminal mendapatkan bahan-bahan yang disediakan oleh kriminologi 
maupun subjek (pelaku) yang meliputi:130 
1. Tindakan yang tepat atau layak dari organisasi sosial untuk mencegah 
kegiatan yang mebahayakan atau merugikan 
2. Perlakuan yang diberikan kepada mereka yang telah membahayakan yakni 
apakah terhadap pelaku harus diberikan peringatan, pidana pengawasan, 
atau perawatan medis ataukahmereka harus mengalami penderitaan yang 
serius atas perbuatan mereka sendiri seperti perampasan hidup atau 
kebebasannya seperti pidana penjara  atau bahkan hukuman mati 
Dalam mencegah terjadinya kejahatan yang efektif maka penguasa pembuat 
kebijakan harus memperhatikan rencana pembangunan nasional dengan kebijakan 
kriminal, mengingat dalam kebijakan kriminal juga mengkaji sebab-sebab 
terjadinya kejahatan. Jangan sampai dalam kebijakan yang akan dibuat penguasa 
untuk kesejahteraan nasional malah menimbulkan permasalahan sosial dalam suatu 
daerah. Rencana pembangunan nasional harus memberikan keadilan untuk 
siapapun dan jangan sampai kemudian menimbulkan kejahatan ataupun korban. 
Pembangunan bisa menjadi penyebab kejahatan apabila tidak memperhatikan:131 
a. Tidak direncankan secara rasional 
b. Perancanaannya timpang dan tidak seimbang 
c. Mengabikan nilai-nilai kultural dan moral 
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d. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral 
Seseorang berprilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku tidak 
jahat. Artinya prilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain, dan 
orang tersebut inendapat prlaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya 
dengan orang-orang yang berprilaku dengan kecenderungan untuk melawan norma-
norma hukum yang ada.132 Secara garis besar teori ini mengatakar seseorang 
melakukan delik diakibatkan oleh sembilan pernyataan sebagai berikut:133 
a. Tingkah laku kriminil dipelajari. 
b. Tingkah laku kriminil dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang 
lain melalui suatu proses komunikasi. 
c. Bagian penting dari yang tingkah laku kriminil terjadi dalam kelompok 
yang intim. 
d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya Teknik 
melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembenar. 
e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan 
perundang-undangan menyukai atau tidak menyukainya. 
f. Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan 
perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada mentaatinya. 
g. Asosiasi Diferensial ini bervariasi tergantung dari fiekuensi, duration, 
priority melalui penghayatan atas peraturan perundangundangan menyukai 
atau tidak menyukainya. 
                                                          
132 Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Ramadja Karya, Bandung, 1987, h1m. 43. 
133 Aroma Elmina Martha, Diktat Kriminologi 1, Fakultas Hukum Universitas Islam 





h. Proses mempelajari rtingkah laku kriminil melalui pergaulan dengan pola 
kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku 
dalam setiap proses belajar. 
Sekalipun tingkah laku kriminal merupkan pencerminan dari kebutuhan-
kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak 
dpat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi. Oleh karena tingkah 
laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-
nilai yang sama. 
Seperti yang kita ketahui di era saat ini dimana individu dituntut untuk bekerja 
lebih keras untuk memenuhi kebutuhannnya yang dilain pihak menjadikan lalai 
dengan kehidupan kekeluargaannya. Sebagai contoh orang tua yang sibuk bekerja 
untuk kehidupan keluarganya hingga kemudian menjadi lalai dengan pengawasan 
terhadap anak-anaknya yang hal tersebut juga di perlukan anaknya selain kebutuhan 
materi. Anak-anak yang lepas dari pengawasan orang tua inilah yang kemudian 
sangat rawan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang negatif seperti peredaran gelap 
narkotika. Dari contoh kasus tersebut pemerintah selaku pembuat kebijakan dapat 
mengupayakan upaya preventif, seperti membuat kebijakan untuk pembatasan jam 
kerja. Sebab-sebab kejahatan juga dapat terjadi, antara lain:134 
a. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan), ketiadaan 
kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem 
latihan yang tidak cocok/serasi; 
                                                          





b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) 
karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-
ketimpangan sosial; 
c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga; 
d. Keadaan-keadaan/kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang 
yang ber migrasi ke kota-kota atau negara-negara lain; 
e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan 
adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelamahan di 
bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan; 
f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang 
mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) 
pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga; 
g. Kesulitan bagi orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi 
sebgaimana semestinya didalam lingkungan masyarakat, dilingkungan 
keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau dilingkungan sekolahnya; 
h. Penyalahgunaan alcohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga 
diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas; 
i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan 
obat bius dan penadahan barang-barang curian; 
j. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh mass media) yang 






Dari sebab-sebab kejahatan yang diketahui di atas pemerintah dapat membuat 
kebijakan-kebijakan sosial guna mengurangi bentuk-bentuk kejahatan yang 
disebabkan dari dampak gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Ketika 
kejahatan telah terjadi yang kemudian memaksa masyarakat untuk menggunakan 
upaya hukum (penal policy) pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remidium) 
sebagai akibat tidak berfungsinya kebijakan sosial yang telah di buat penguasa. 
Untuk membuat bentuk sanksi yang efektif maka penguasa dapat melakukan 
pembaharuan hukum dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana 
merupakan: 
a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesusai dengan 
keadaan dan situasi pada suatu saat.135 
b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenag untuk 
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa 
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat 
dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.136 
Dalam pembaharuan hukum pidana legislator harus memperhatikan nilai-
nilai yang terkandung di dalam masyarakat seperti aspek sosiopolitik, 
sosiofilosofis, sosiokultural. Beberapa aspek tersebut sebenarnya dapat di ambil 
dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Penggunaan nilai-nilai yang ada di 
masyarakat tersebut bertujuan agar nantinya hukum yang di buat tidak bertentangan 
dengan nilai yang ada dimasyarakat dan tentunya akan lebih bermanfaat. Maka dari 
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itu pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada pendekatan kebijakan dan 
kebijakan nilai. Pendekatan kebijakan menurut Barda Nawawi Arief merupakan:137 
a. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada 
hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-
masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional 
b. sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada 
hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat 
c. sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum 
pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui 
substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan 
penegakan hukum. 
Sedangkan pendekatan nilai merupakan upaya melakukan peninjauan dan 
penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang 
melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan subtantif hukum pidana 
yang dicita-citakan. Penyalahgunaan narkotika yang memang oleh masyarakat di 
nilai sebagai perbuatan yang tidak bermoral karena memilki dampak negatif 
memang seharusnya di seleseikan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 
legislator agar lebih efektif. Dalam pembuatan kebijakan kriminal dan kebijakan 
sosial terhadap penyalahguna narkotika legislator dapat mengupayakannya dengan 
sarana non penal maupun sarana penal. Upaya non penal lebih bersifat preventif 
(pencegahan) sedangangkan upaya penal lebih bersifat represif (pembalsan). 
                                                          





Terdapat beberapa pertimbangan untuk dilakukannya upya non penal dalam 
kebijakan kriminal:138  
a. bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas 
lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang 
b. bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan 
sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan 
c. bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan 
sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standart hidup yang 
rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan 
besar penduduk 
Dalam kebijakan yang berorientasi non penal terhadap penyalahguna 
narkotika pemerintah dapat melibatkan masyarakat secara langsung seperti 
pendidikan non formal di pasantren ataupun dengan melibatkan lembaga-lembaga 
pemerintahan dalam rangka penyembuhan atau penyuluhan terhadap dampak 
negatif narkotika. Seperti yang sering kita ketahui yang telah dilakukan oleh Badan 
Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan yang sering melakukan 
penyuluhan di lembaga non formal ataupun formal pemerintahan tersebut 
merupakan salah satu bentuk dari kebijakan non penal yang telah dibuat.  
Hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku 
(daad-daader strafrecht), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana 
(strafrechtp, unishment) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib 
                                                          





(maatregel, treatment) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan. penentuan 
berhasil atau tidaknya kebijakan penetapan sanksi harus dipandang dari proses 
sistem peradilan pidana yang sedang berjalan. Proses tersebut meliputi:139 
1. Sistem pembinaan baik di dalam lembaga ataupun di luar lembaga. 
2. Rasio perbandingan antara para Pembina didalam maupun di luar lembaga 
dengan jumlah narapidana. 
3. Faktor masing-masing narapidana. 
4. Faktor lingkungan/pengaruh lingkungan. 
5. Stigma sosial yang menempatkan ex narapidana dalam kedudukan terpojok, 
sehingga karena sulit mendapatkan mata pencarian yang halal, terpaksa 
mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukan. 
Masyarakat sebagai subyek dari kontrol sosial juga dapat berperan aktif 
dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan terlibat langsung 
ketika mengetahui terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungannya dengan 
menggunakan upaya-upaya kekeluargaan atau upaya non penal lainnya. Meski 
begitu saat ini hal tersebut belum bisa dilakukan oleh masyarakat mengingat hukum 
positif saat ini memaksa masyarakat agar melaporkan penyalahguna narkotika bagi 
diri sendiri yang pada akhirnya menggunakan sarana penal terhadap pecandu 
narkotika. UU Narkotika saat ini memeliki ketentuan jika ada individu yang 
mengetahui telah terjadi penyalahgunaan narkotika tetapi kemudian tidak 
melaporkan maka individu tersebut juga di ancam dengan pidana (pasal 128 ayat 
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(1) dan pasal 131 UU Narkotika). Adanya aturan tersebut tentunya akan 
menghalangi upaya non penal yang akan dilakukan oleh masyarakat. Padahal 
hukum pidana yang di anggap sebagai upaya terakhir seharusnya tidak menjadi 
hambatan untuk melakukan upaya-upaya di luar hukum. Hal tersebut tentu saja 
berakibat akan mengurangi peran aktif masyarakat dalam rangka pencegahan 
terhadap pecandu narkotika dan akan membuat masyarakat bergantung pada upaya 
penal. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa pecandu narkotika maupun 
penyalahguna narkotika hakikatnya adalah individu yang sedang sakit, sehingga 
sangat memerlukan peran serta masyarakat agar bisa segera sembuh, bukan 
menjadikan mereka kriminal yang tentunya kemudian akan menjadi beban psikis 
tersendiri. Untuk menetapkan suatu perbuatan tersebut sebagai tindak kriminal, 
maka diperlukan kriteria sebagai berikut:140 
a. apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat 
karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat 
mendatangkan korban 
b. apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan 
dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan 
penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, 
kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang 
akan dicapai 
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c. apakah akan makin menambah beban apparat penegak hukum yang tidak 
seimbang atau nyata-nyata tidak dapat di emban oleh kemampuan yang 
dimiliki 
d. apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangicita-cita 
bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat 
Upaya kriminalisasi dalam pasal 128 ayat (1) dan pasal 131 UU Narkotika 
juga bisa mengakibatkan individu yang mengetahui kejadian yang berkaitan dengan 
penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika akan berusaha tidak 
mengetahui (meskipun hakikatnya mengetahui) karena takut dengan ancaman 
pidana yang akan didapatkan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU 
Narkotika merupakan permasalahan sosial tersendiri, maka dari itu legislator selaku 
pembuat undang-undang harus mengantisipasi kejadian seperti itu dengan membuat 
norma hukum yang baik dan kemudian di sosialisasikan ke masyarakat, sehingga 
tidak merugikan masyarakat yang kurang paham dengan hukum. Sikap masyarakat 
yang berusaha untuk menghindar terhadap pecandu narkotika akan menjadi 
masalah baru yaitu dengan terbentuknya lingkungan yang eksklusif bagi pecandu 
maupun penyalahguna bagi diri sendiri. Jika terjadi hal seperti itu maka negara akan 
semakin kesulitan mengurangi dampak negatif peredaran gelap narkotika. Penulis 
sendiri menemukan fakta bahwa saat ini biaya untuk rehabilitasi di nilai sangat 
mahal.141 Biaya yang tinggi yang diperlukan untuk rehabilitasi bisa membuat 
seseorang akan semakin tidak menginginkan untuk menjalani pengobatan. 
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Pemidanaan selalu menjadi suatu isu yang problematik, karena pidana atau 
hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan, yang apabila tidak dilakukan 
oleh negara dengan berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang 
melanggar moral. Bayangkan apabila seseorang merampas kemerdekaan orang 
lain, membatasi gerak orang, dan mengambil nyawa orang lain, pastilah tindakan 
macam ini akan mendapat reaksi yang keras dari masyarakat. Tindakan negara 
menjatuhkan pidana menimbulkan pertanyaan yang paling awal; apakah tindakan-
tindakan semacam ini sudah memiliki pembenaran antara lain, sudahkah 
memperhatikan hak asasi manusia? falsafah pemidanaanlah yang utamanya 
mencari pembenaran bagi tindakan negara semacam ini.142 Sanksi pidana 
sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan 
bersifat lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus dari 
sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan 
agar yang bersangkutan menjadi jera, maka fokus sanksi tindakan terarah pada 
upaya memberi pertolongan agar dia berubah.143 
Selain upaya non penal dalam kebijakan kriminal pencegahan terhadap 
penyalahgunaan narkotika juga dapat menggunakan upaya penal. Hukum positif 
(UU Narkotika) yang ada saat ini pada awalnya merupakan aturan yang di buat 
berdasarkan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana merupakan garis 
untuk menentukan:144 
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a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu di ubah atau 
diperbarui 
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana 
c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan 
pidana harus dilaksanakan 
Rumusan tentang pecandu narkotika terdapat dalam pasal 1 angka 13, 
pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 
Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik 
maupun psikis. Dari rumusan tersebut dapat diketahui terdapa stelsel alterrnatif 
terhadap keadaan individu yang dikategorikan sebagai pecandu narkotika bahwa : 
1. orang yang menggunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan 
pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis; 
2. orang yang menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan 
ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis. 
Terhadap ketentuan nomor 1 orang tersebut dapat dikenai sanksi sebagaimana 
terdapat dalam pasal 103 angka 1 huruf b, sedangkan untuk keadaan individu nomor 
2 dapat dikenakan pasal 103 angka 1 huruf a. untuk keadaan individu yang pertama 
harus dibuktikan bahwa individu tersebut tidak sedang melakukan pelanggaran 
hukum seperti kualifikasi bagi korban penyalahguna narkotika ataupun bagi 
individu yang sedang malakukan pengobatan sesuai dengan izin dari petugas 
kesehatan. Pecandu narkotika dapat dikualifikasikan sebagai individu yang tidak 





di jelaskan dalam pasal 128 UU narkotika. Sedangkan pengertian tentang korban 
penyalahguna narkotika terdapat dalam penjelasan pasal 54, korban 
penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan 
Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk 
menggunakan Narkotika. 
Rehabilitasi penting untuk dilakukan karena penyalahgunaan terhadap narkotika 
akan berdampak buruk terhadap kesehatan, seperti hepatitis, infeksi, jantung, 
gangguan pembuluh darah pada kehamilan dan permasalahan kesehatan lainnya 
hingga kematian. Kerugian yang dialami pengguna narkotika tidak saja merasakan 
kerugian materi, namun juga kerugian sosial, psikis, fisik, dan kesehatan. Kerugian 
social yang dialami seorang pengguna narkotika berupa stigma atau cap buruk yang 
ditimpakan oleh masyarakat, seperti sebutan pengguna narkotika adalah sampah 
masyarakat dan sebutan buruk lainnya. Kerugian psikis yang dialami pengguna 
narkotika jelas kondisi kejiwaan yang tidak stabil akibat ketergantungan pada zat 
narkotika, apalagi jika pengguna narkotika khususnya pengguna narkotika suntik 
tertular virus HIV yang menyebabkan pengguna tersebut akhirnya menderita AIDS. 
Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika didasarkan pada restorative justice sebagai 
pemulihan yang mengarah kepada terbentuknya tindakan berupa rehabilitasi. 
Selanjutnya usaha untuk mengintegrasikan fungsi pemidanaan yang ideal, 
restorative justice dapat dijadikan upaya berkeadilan yang melibatkan pelaku, 
korban, keluarga, dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana 
secara bersama-sama dalam mencari penyelesaian terhadap tindak pidana narkotika 





adanya perlindungan hukum yang diberikan dengan cara memperjelas karakteristik 
pecandu sebagai pecandu sebagai korban yang membedakan dengan pengedar. 
Selain itu, perlindungan hukum putusan rehabilitasi adalah penyediaan tempat 
rehabilitasi bagi pecandu narkotika dengan menitik beratkan pada penyediaan 
SDM, fasilitas dan sistem yang terencana terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi. 
Pecandu narkotika harus mendapat perhatian besar dari pemerintah. Perhatian 
tersebut diberikan dengan menyediakan tempat rehabilitasi yang dilakukan oleh 
BNN, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan IPWL, dan lembaga masyarakat 
seperti pesantren. Rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Masyarakat juga harus ikut dilibatkan 
dalam dinamika rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan 
masyarakat merupakan sebuah keniscayaan mengingat masyarakat juga merupakan 
lembaga (nonformal) yang memiliki nilai strategis dalam pelaksanaan penanganan 
pecandu sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Salah satunya adalah dengan 
memanfaatkan Pesantren sebagai tempat rehabilitasi, terutama dalam aspek 
spritual. 
Seperti yang kita ketahui dalam sub pembahasan pertama, bahwa tidak ada 
dalam risalah pembaharuan maupun naskah akademik landasan filosofis yang 
mendasari diterapkannya sanksi tindakan dalam UU Narkotika. Dalam risalah 
pembahasan tentang rehabilitasi lebih banyak bersifat administrasi pelaksanaannya. 
Padahal jika suatu aturan dibuat tidak berdasarkan nilai-nilai yang terkandung 
dimasyarakat maka hukum tersebut tidak akan efektif untuk dijalankan. Dalam UU 





system) yaitu dengan adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun kita 
tidak menemui ide dasar diterapkannya double track system dalam risalah UU 
Narkotika, kita dapat mengkajinya dari literatur-literatur tentang filsafat 
pemidanaan. Sistem pemidanaan pada awalnya hanya ada jenis sanksi tunggal yaitu 
sanksi pidana. Sistem seperti itu ada di era aliran klasik. Dalam aliran klasik 
pemidanaan bersifat retributive dan represif.145 Saat aliran klasik penjatuhan pidana 
bersifat absolut atau dengan kata lain penjatuhan pidana hanya berdasarkan pada 
perbuatannya dan tidak melihat dari keadaan dari pelaku. Dalam aliran klasik tidak 
menggunakan sistem peringan atau pemberat yang berhubungan degan faktor usia, 
keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun 
keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.146 
Setelah aliran klasik kemudian ada aliran modern yang mencari sebab 
kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermasksud untuk langsung 
mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat di 
perbaiki.147 Aliran modern memiliki perbedaan dengan aliran klasik yaitu dengan 
memandang kebebasan manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya 
sehingga tidak dapat dipidana dan dipersalahkan. Jika dalam aliran klasik sistem 
pidanaannya berdasarkan pada perbuatan, maka dalam aliran modern sistem 
pemidanaan berdasarkan pada pelakunya. Setalah adanya aliran modern maka 
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kemudia muncul alira neo klasik. Dalam aliran ini meulai dipertimbangkan 
pemibinaan terhadap pelaku tindak pidana. Aliaran ini berkembang dengan ide 
dasar yang di dapat dari aliaran kalsik dan aliran modern. Dalam aliran neo klasik 
terdapat beberapa perubahan dari ajaran aliran klasik dengan diterimanya keadaan-
keadaan yang meringankan baik berupa fisikal, lingkungan maupun mental, 
termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat 
seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Dalam aliran neo klasik juga 
mengintegralkan ide individualisasi pada aliran modern. Karakteristik dari ide 
individualisasi pidana, adalah:148 
a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan, 
b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah 
c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku yang 
berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih 
sanksi pidana dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana dalam 
pelaksanaannya. 
Dari ide individualisasi inilah kemudian tidak hanya menggunakan sanksi 
pidana tetapi juga sekaligus menerapkan sanksi tindakan atau yang kemudian 
disebut double track system. Dalam double track system kedudukan antara sanksi 
tindakan maupun sanksi pidana adalah setara. Kesetaraan dalam double track 
system dikarenakan penting adanya unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi 
pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) yang kedua unsur tersebut 
                                                          





sama-sama penting dalam sistem pemidanaan agar dapat diupayakan sistem sanksi 
yang proporsional dan fungsional. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif 
lebih dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan lebih unggul.149 Begitu 
pula dalam menyikapi pecandu dan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri 
selayaknya legislator mempertimbangkan kemanfaatan dari sanksi yang akan di 
formulasikan. Seperti yang saya tuliskan sebelumnya seorang pecandu narkotika 
maupun penyalahguna narkotika bagi diri sendiri merupakan individu yang sedang 
sakit dan membutuhkan pengobatan. Maka dari itu dalam memformulasikan 
kembali ketentuan tentang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu 
narkotika sudah selayaknya penjatuhan sanksinya berupa sanksi tindakan. Apalagi 
bagi seorang pecandu narkotika yang otomatis keadaannya terganggu secara fisik 
maupun psikis maka tidak dapat memiliki pertanggungjawaban pidana. Dalam 
kebijakan hukum pidana seorang legislator dan penegak hukum, menurut penulis 
harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:150 
a. Pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku kejahatan atau 
sebagian besar masyarakat dari pada disesuaikan dengan sifat 
kejahatannya. Prinsip ini mengacu pada masa depanpelaku kejahatan. 
b. Bila sanksi pidana atau tindakan merupakan suatuproses individualisasi, 
maka diperlukan suatu kewenangan penjatuhan pidana yang luas untuk 
menetapkan jenis dan lamanya pembinaan bagi setiap pelaku kejahatan. 
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Kewenangan tersebut terletak pada pundak hakim yang memeriksa dan 
mengadili suatu kasus kejahatan 
c. Pembentukan undang-undang (legislator) dapat terlebih dahulu 
menetapkan skala pidana yang diperuntukkan bagi kejahatan tertentu. 
Dalam rangka Penyelamatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dari 
ancaman pidana penjara, maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan 
reformulasi norma Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 khususnya terkait 
kedudukan penyalah guna narkotika melalui pengaturan jenis sanksi yang tepat dan 
memberikan kemanfaatan sesuai dengan kedudukannya serta penegasan tujuan 
pasal kwalifikasi tindak pidana narkotika yang lain yang unsurnya dapat 
terpenuhi secara otomatis ketika seseorang menyalah gunakan narkotika bagi diri 
sendiri. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi untuk penyalah guna narkotika bagi diri 
sendiri sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori treatmentyang berpendapat 
bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada 
perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberikan 
tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation)kepada pelaku 
kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini didasarkan pada alasan 
bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan 
perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). Sehingga titik sentral 
reformulasi sanksi dalam undang undang narkotika dimasa mendatang adalah 
dengan menempatkan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagai orang yang 
sakit yang butuh perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) dan bukan 





keadaan semula. Dengan perwujutan hal yang demikian maka program pemerintah 
yaitu penyelamatan bagi penyalahguna narkotika (pecandu narkotika) juga dapat 
terwujud. 
Penerapan double track system dalam UU Narkotika saat ini harus di 
formulasikan kembali agar tidak ada kekosongan hukum mengenai kedudukan 
sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun dalam teori sudah dijelaskan tentang 
kesetaraan kedua jenis sanksi tersebut, akan tetapi jika tidak diformulasikan dalam 
hukum positif akan mengakibatkan dari kepastiannya yang kemudian berpengaruh 
pada kemanfaatan dari dijatuhkannya sanksi yang telah dibuat. Sanksi pidana dan 
sanksi tindakan memang keduanya perlu ada dalam sistem pemidanaan dalam UU 
Narkotika, tetapi kemudian tidak semua jenis tindak pidana bisa dikenakan kedua 
jenis sanksi tersebut secara bersamaan. Pemidanaan harus mengandung unsur-unsur 
yang bersifat:151  
a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi 
harkat dan martabat seorang. 
b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar 
sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan individu 
tersebut mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha 
penanggulangan kejahatan. 
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c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh 
terhukummaupun oleh korban ataupun oleh masyarakat) 
Sanksi pidana yang bersumber dari teori retributive memiliki kelemahan dari 
segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab si pelaku kejahatan terhadap 
perbuatannya.152 Sanksi tindakan yang memilki keistimewaan dari segi proses 
resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan 
moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti 
kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu 
memanjakannya.153 Dari kelebihan dan kekurangan kedua jenis sanksi tersebut 
maka kedua jenis sanksi tersebut harus di formulasikan dalam UU Narkotika. Jika 
ada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika yang baru 
pertama kali menjalani hukuman maka legislator dapat memformulasikan sanksi 
tindakan sebagai jenis sanksi yang pertama di kenakan, kecuali pecandu atau 
penyalahguna narkotika tersebut sudah berulang-kali mengulangi kesalahannya 
maka legislator dapat memformulasikan bentuk stelsel pidana kombinasi 
(kumulatif-alternatif) untuk memberikan efek jera berupa pembalasan dan 
sekaligus penyembuhan. Seperti contoh kasus yang penulis kaji dalam sub bab 
pertama yaitu dengan terdakwa Ridho Rhoma yang tidak selayaknya hakim 
menjatuhkan kedua jenis sanksi yang berbeda mengingat terdakwa baru pertama 
kali berhadapan dengan hukum. Padahal BNN telah mengularkan Maklumat 
Nomor MAK/01/III/2014/BNN Tentang Penyelamatan Pengguna Narkoba yang 
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dibuat di Jakarta pada tanggal: 27 Maret 2014 yang intinya menyatakan bahwa 
pemulihan berupa Rehabilitasi merupakan cara terbaik yang di terapkan kepada 
penyalaguna narkotika bagi diri sendiri (korban penyalah guna). Hal tersebut akibat 









1. Dalam penyusunan RUU Narkotika sebagaimana yang dapat diketahui 
dari naskah akademik dan Risalah pembahasan RUU Narkotika legislator 
tidak mengkaji penyebab di kriminalisasikannya penyalahguna narkotika 
bagi diri sendiri maupun pecandu narkotika. Juga dengan jenis sanksi 
tindakan legislator juga tidak mengkaji penyebab di formulasikannya 
sanksi tindakan tersebut. Selama empat tahun pembahasan RUU 
Narkotika, rehabilitasi hanya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat 
Umum (RDPU) Pansus RUU Narkotika tanggal 22 Februari 2007, itupun 
hanya membahas yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi bukan 
tentang latar belakang digunakannya jenis sanksi tindakan dalam UU 
Narkotika. Hal yang bersifat administrative tersebut antara lain tata cara 
rehabilitasi dilakukan dan instasi yang bisa menyelenggarakan rehabilitasi. 
Secara teori ide pemberlakuan sanksi tindakan (rehabilitasi) dilandasi 
dengan adanya aliran neo klasik. Aliran neo klasik berkembang dengan ide 
dasar aliran klasik dan aliran modern. Dalam aliran neo klasik tidak hanya 






2. Dalam kebijakan kriminal legislator harus lebih memperhatikan kebijakan 
pembangunan nasional. Hal tersebut untuk mengintegrasikan kebijakan 
sosial secara umum dan secara khusus untuk menentukan upaya penal 
maupun upaya non penal yang lebih efektif. Dalam kebijakan hukum 
pidana diketahui dasar falsafah maupun teori-teori tentang jenis sanksi 
yang proporsional dan fungsional yang efektif sesuai kebutuhan yang ada 
di masyarakat dan bermanfaat untuk pelaku maupun korban dari tindak 
pidana. Dasar falsafah yang mengkaji nilai-nilai sosiopolitik, 
sosiofilosofis, dan sosiokultural di perlukan untuk memformulasi ataupun 
mereformulasikan suatu undang-undang. 
4.2. Saran 
1. Untuk merumuskan suatu tindak pidana dan pemidanaannya legislator 
harus menyusunnya secara komprehensif dan menyeluruh agar nantinya 
dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan perkara 
pidana jika terjadi multi tafsir maupun kekurangan dalam aturan yang 
dibuat. Kunjungan PANSUS Narkotika ke beberapa negara seharusnya 
dimanfaatkan untuk mempelajari landasan filosofis diformulasikannya 
suatu norma hukum bukan hanya menirunya secara mutlak. 
2. Khusus mengenai double track system di dalam UU Narkotika legislator 
harusnya memformulasikan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan 
agar ada kepastian hukum dalam menjatuhkan sanksi terhadap 
penyalahguna bagi diri sendiri dan pecandu narkotika. Formulasi tersebut 





Legislator dalam penyusunan RUU Narkotika juga harus merujuk pada 
filsafat pemidanaan dan teori tujuan pidana. Hal tersebut bertujuan agar 
penegak hukum maupun masyarakat memahami substansi dan semangat 
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